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Nama : Devi Kurniasari NPM 2115500018 Judul : “ Peran Inspektorat Daerah 
Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018”. Skripsi, 
Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Drs. Djoko 
Suyono. M.Si dan Pembimbing II : Dra.Erny Rosyanti, M.Si 
Pokok Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Peran 
Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 
2018; (2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat serta solusi Peran Inspektorat 
Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan 
tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Peran 
Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 
2018. Pengumpulan data dilkaukan dengan cara wawancara, observasi, studi 
pustaka dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : (1) Peran Inspektorat Daerah 
Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018 belum dapat 
dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari rentang waktu 
pemeriksaan yang kurang intensif selain itu pada pemeriksaan fisik yang 
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes belum dilaksanakan secara 
menyeluruh dan hanya menggunakan sampel. Kemudian untuk tim pengawas 
yang turun langsung kelapangan untuk melaksanakan pemeriksaan reguler hanya 
terdiri dari 4 tim dan masing-masing tim ini berisikan 6-7 orang sedangkan obyek 
pemeriksaan mencapai 292 desa. (2) Faktor penghambat serta solusi dari Peran 
Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 
2018 adalah keterbatasan personil pemeriksa baik Auditor dan P2UPD sehingga 
pemeriksaan dana desa kurang maksimal, ditambah banyaknya jumlah desa yang 
ada di Kabupaten Brebes oleh karena itu pemeriksaan tidak dapat mencakup 
semua desa. Sehingga untuk solusinya dengan memperbanyak auditor, disamping 
itu mengingat luas wilayah dan keterbatasan personil maka pemeriksaan hanya 
dilakukan dengan cara sampling mengambil beberapa desa saja untuk diperiksa 
dan paling banyak itu 1 Kecamatan 4 desa. 
 
 
















Name: Devi Kurniasari NPM 2115500018 Title: "The Role of Regional 
Inspectorates in the Supervision of Village Funds in Brebes Regency in 2018". 
Thesis, Government Science, Pancasakti University, Tegal. Advisor I: Drs. Djoko 
Suyono. M.Si and Supervisor II: Dra.Erny Rosyanti, M.Si 
The main issues of this study are: (1) What is the role of the Regional 
Inspectorate in the supervision of Village Funds in Brebes Regency in 2018; (2) 
What are the inhibiting factors and solutions to the role of the Regional 
Inspectorate in the supervision of Village Funds in Brebes Regency in 2018. 
The type of research used is descriptive qualitative, which is the type of 
research that can provide a factual description of the role of the Regional 
Inspectorate in Village Funds Supervision in Brebes Regency in 2018. Data 
collection is carried out by means of interviews, observations, literature studies 
and documentation. 
The results of this study stated that: (1) The Role of Regional Inspectorates 
in the Supervision of Village Funds in Brebes Regency in 2018 could not be 
carried out optimally. This is evidenced from the less intensive inspection time 
span in addition to the physical examination conducted by the Brebes Regency 
Inspectorate that has not been carried out thoroughly and only uses samples. 
Then for the supervisory team who directly fielded to carry out regular 
inspections consisted of only 4 teams and each team contained 6-7 people while 
the object of inspection reached 292 villages. (2) The inhibiting factor and the 
solution of the role of the Regional Inspectorate in Village Fund Supervision in 
Brebes Regency in 2018 is the limitations of examining personnel both Auditors 
and P2UPD so that the examination of village funds is not maximal, plus the 
number of villages in Brebes Regency therefore the examination cannot covers all 
villages. So that the solution is to increase the number of auditors, besides 
considering the area and personnel limitations, the inspection is only done by 
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I.1 Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan 
Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat 
Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin 
oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung 
kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Hakikatnya, inspektorat daerah 
berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain 
yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas 
di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang 
sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat 
daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. 
Inspektorat dianggap sebagai tangan kanan kepala daerah yang lebih dulu 
melakukan fungsi pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan. 
Tanggung jawab APIP inspektorat tidak sekedar watchdog, tetapi juga berperan 
sebagai konsultan dan penjamin mutu, dimana dalam penugasannya akan lebih 
banyak melakukan tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan. Peran APIP 
yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan 




Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah 
dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus 
melaksanakan fungsi pengawasan. Lembaga pengawasan internal pemerintah 
adalah lembaga yang dibentuk dan secara interen merupakan bagian dari sistem 
pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. 
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh 
Inspektorat. Tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan 
Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and 
clean government). 
Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan 
pembangunan nasional yang berkesinambungan yang meliputi keseluruh 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, agar laju pembangunan nasional serta 
laju pembangunan daerah di desa dan kota semakin seimbang dan serasi serta 
untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pembangunan nasional di 
Indonesia pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah-masalah 
pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara daerah pedesaan 
dan daerah perkotaan. Pembangunan dapat dikatakan lebih maju di daerah 
perkotaan sebab pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah 
penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang lebih banyak. Untuk mengatasi 




pembangunan daerah yaitu dengan cara melakukan pembangunan nasional yang 
menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan. 
Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang 
tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yakni “Membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI” 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
RPJMN 2015-2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta 
peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita 
menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu misi belia yakni pada misi 
keempat “Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan”. Dengan 
disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 maka otonomi daerah menjadi lebih luas, 
dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Dengan 
posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang 
kesuksesan pembangunan nasional secara luas. Sehingga pembangunan desa 
menjadi prioritas utama keberhasilan pembangunan nasional. 
Keberhasilan pembangunan di desa tentunya tidak terlepas dari pemerintah 
desa yang melaksanakannya secara langsung. Maka desentralisasi kewenangan 
yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana 
yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di 
desa dan menuju kemandirian desa. Untuk itu pada Tahun 2015 pemerintah 
memberikan kucuran dana desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa-




Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa 
merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh 
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Dana Desa ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan 
meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui 
pembangunan dalam skala desa. Pemerintah memberikan kewenangan penuh 
terhadap aparatur-aparatur desa serta masyarakat desa dalam pelaksanaan program 
Dana Desa dan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa guna mendukung 
program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prinsip 
penggunaan Dana Desa tersebut telah diatur dalam Permendes Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu diprioritaskan 
untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari 29 Kabupaten yang ada di 
Provinsi Jawa Tengah yang menerima kucuran dana desa. Kabupaten Brebes 
terdiri dari 17 Kecamatan dan 292 desa dan setiap kecamatan memiliki luas 
wilayah yang berbeda-beda. Untuk itu besaran jumlah dana desa di setiap 
kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes pun berbeda. 
 Berikut ini adalah tabel rincian besaran dana desa di Kabupaten Brebes 







Anggaran Dana Desa Kabupaten Brebes Tahun 2018 
No Kecamatan Dana Desa 
1. Salem 20.846.111.000 
2. Songgom 12.080.621.000 
3. Wanasari 24.147.750.000 
4. Bantarkawung 22.352.275.000 
5. Bumiayu 16.827.123.500 
6. Losari 26.049.519.000 
7. Tanjung 21.277.562.000 
8. Tonjong 15.716.783.787 
9. Brebes  25.234.673.000 
10. Ketanggungan 26.958.844.700 
11. Bulakamba 21.813.340.270 
12. Larangan 17.652.680.000 
13. Banjarharjo 27.897.839.000 
14. Paguyangan 17.058.058.000 
15. Sirampog 12.279.509.800 
16. Kersana 13.164.948.000 
17. Jatibarang 21.642.361.943 
Jumlah 343.000.000.000 
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 




Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Brebes memiliki 
besaran dana desa pada tahun 2018 mencapai Rp 343.000.000.000 . Penerima 
dana desa tertinggi di Kabupaten Brebes dengan jumlah mencapai Rp 
27.897.839.000 berada pada Kecamatan Banjarharjo, serta penerima dana desa 
terendah di Kabupaten Brebes dengan jumlah sebesar Rp 12.080.621.000 berada 
pada Kecamatan Songgom. 
Pelaksanaan Program Dana Desa harus tetap sejalan dengan kewenangan 
yang menjadi tanggung jawab aparatur-aparatur desa serta Dana Desa tersebut 
harus dialokasikan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-
Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk 
memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan secara tertib, transparan, 
partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang telah disusun dan 
direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap pelaksanaaan 
program tersebut. Peran pengawasan dalam suatu program pembangunan muncul 
sebagai sarana untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tersebut 
telah dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan suatu program 
pembangunan, pengawasan haruslah melekat didalamnya dalam arti pengawasan 
merupakan bagian dari aktivitas pelaksanaan program pembangunan itu sendiri. 
Undang-Undang yang ada telah mengatur bahwa mekanisme pengelolaan 
keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/ 
kabupaten/kota. Demikian juga dengan manajemen asetnya dengan cepat kita 




dengan SDM yang lebih baik dan berpengalaman saja masih sering terjadi 
penyimpangan, jika dibandingkan dengan desa yang kapasitas SDMnya yang 
masih sangat terbatas sehingga sangat wajar apabila merasa khawatir. 
Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan ini 
adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. 
Kecurangan (fraud) adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara 
secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang 
dirugikan. Ada tiga jenis fraud yakni penyalahgunaan dana desa, kecurangan 
laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada 
penyajiaan laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga 
tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Potensi kecurangan pengelolaan 
dana desa ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta 
dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
masyarakat desa secara keseluruhan. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama 
bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik 
Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah 
Kabupaten. Inspektorat sebagai OPD Pemerintah Kabupaten Brebes yang bertugas 
melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan 
penyelenggaraan pemerintah Desa. Beberapa potensi kecurangan khususnya 
dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama 





Tugas Pengawasan yang dilakukan inspektorat wilayah kabupaten/kota  
fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur dan atau instansi di 
lingkungan pemerintah kabupaten/kota meliputi bidang-bidang pembinaan sosial 
politik, pembinaan pemerintah umum, pembinaan pemerintah desa pembinaan 
otonomi daerah, pembangunan, pembangunan desa, administrasi, organisasi dan 
ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengujian serta penilaian atas hasil 
laporan berkala, pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang 
hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan termasuk pembangunan desa 
karena pembangunan tersebut memperoleh pembiayaan dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara, dari anggaran dan pembelanjaan tersebut yang dananya 
dialihkan ke pembangunan desa maka harus ada sebuah instansi pengawas agar 
pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah 
diajukan, serta pengawasan tersebut untuk menghindari praktik korupsi atau 
penyalahgunaan dana desa. 
Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah otonomi, sebagai kabupaten 
maka pemerintah daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah 
sampai ke desa, dalam pembangunan tersebut tentunya berhubungan dengan 
keuangan atau dana yang diberikan dari pusat ke daerah, untuk memaksimalkan 
pengelolaan keuangan atau dana tersebut maka pemerintah melakukan 
pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 




dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sesuai dengan 
pasal 4 huruf (d) Permendagri Nomor 71 tahun 2015 bahwa pengawasan 
dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten. 
Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu dari instansi-instansi 
yang melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Inspektorat 
Kabupaten Brebes berkewajiban untuk mendukung pencapaian visi pembangunan 
daerah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan 
penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Sebagai salah satu indikator keberhasilan pengawasan disuatu daerah dengan 
terlaksananya tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, untuk mencapai 
keberhasilan tersebut Inspektorat Kabupaten Brebes memiliki visi yaitu “Menjadi 
Lembaga Pengawas Yang Profesional dan Bermoral”. 
Dalam hal ini inspektorat Kabupaten Brebes melakukan pemeriksaan 
disejumlah desa yang ada di Kabupaten Brebes, pemeriksaan dilakukan bukan 
karena adanya laporan masyarakat atau lembaga lembaga independent lainnya 
melainkan tugas rutin. Secara teknis pemeriksaan inspektorat daerah adalah 
menelusuri penggunaan dan pengelolaan administrasi keuangan sehingga dapat 
mengungkap terjadi atau tidaknya penyimpangan. Pemeriksaan Inspektorat 
Daerah dapat pula berdampak secara hukum jika seseorang atau lembaga yang 
diberi kewenangan untuk mengelola keuangan negara tidak taat petunjuk 
pemeriksa. 
Terkait adanya Dana Desa Inspektorat melakukan pemeriksaan yang 




pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, laporan kegiatan fisik/pembangunan 
dan non fisik yang bersumber dari dana desa, serta SPJ atau surat 
pertanggungjawaban. Dari 292 desa yang ada di Kabupaten Brebes ada beberapa 
desa yang masih kurang dalam memenuhi laporan pemeriksaan dari Inspektorat 
selain itu banyak ditemukannya laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
 Berikut adalah daftar beberapa desa yang tidak memenuhi pemeriksaan 
oleh inspektorat : 
Tabel I.02 
Daftar Desa Yang Tidak Memenuhi Pemeriksaan Oleh Inspektorat 
 
                 Inspektorat Kabupaten Brebes 
 
 
Namun ada juga desa yang sudah tertib dan lengkap dalam memenuhi 
laporan pemeriksaan dari Inspektorat. Berikut ini adalah beberapa desa yang  
memenuhi laporan pemeriksaan dari Inspektorat : 
 
No Kecamatan Desa Dana Desa
1. Ketanggungan Sindangjaya 1.175.479.000
2. Songgom Wanacala 1.023.487.000
3. Bulakamba Cipelem 1.349.918.000
4. Brebes Kedunguter 1.290.988.000
5. Wanasari Sigentong 1.398.175.000
6. Bulakamba Tegalglagah 1.270.514.000
7. Banjarharjo Cikuya 1.449.997.000
8. Larangan Wlahar 2.200.970.000
9. Losari Prapag Kidul 1.881.577.000





Daftar Desa Yang Memenuhi Pemeriksaan Oleh Inspektorat 
 
                 Inspektorat Kabupaten Brebes 
 
Sebelum bermasalah dan ditangani oleh aparat hukum, Inspektorat Daerah 
berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan. Apabila ada desa 
yang tidak tertib maka disarankan untuk memperbaiki administrasi laporan namun 
No Kecamatan Desa Dana Desa
1. Wanasari Lengkong 1.010.336.000
2. Ketanggungan Ciduwet 1.140.259.000
3. Bantarkawung Legok 1.275.914.000
4. Bulakamba Banjaratma 1.029.868.000
5. Brebes Randusanga Kulon 1.214.352.000
6. Salem Tembongraja 1.202.640.000
7. Jatibarang Kedungtukang 975.424.000
8. Tanjung Krakahan 1.285.240.000
9. Paguyangan Kedungoleng 1.835.620.000
10. Tonjong Kutamandala 1.748.843.000
11. Losari Prapag Kidul 1.881.577.000
12. Kersana Jagapura 979.571.000
13. Jatibarang Rengasbandung 937.621.000
14. Tonjong Galuhtimur 1.326.546.000
15. Larangan Pamulihan 2.428.981.000
16. Songgom Songgom 1.274.000.000
17. Wanasari Kupu 1.286.089.000
18. Tanjung Lemah Abang 1.027.300.000
19. Losari Babakan 1.009.663.000
20. Brebes Banjaranyar 964.871.000
21. Bantarkawung Bantarwaru 996.758.000
22. Sirampog Mandala 1.173.866.800
23. Salem Bentasari 1.049.837.000
24. Tonjong Rajawetan 1.219.676.000
25. Banjarharjo Malahayu 1.784.130.000
26. Banjarharjo Banjarlor 932.898.000
27. Wanasari Kertabesuki 1.077.029.000
28. Songgom Jatimakmur 1.089.797.000
29. Bumiayu Kaliangkap 921.490.000




apabila ada indikasi penyelewengan dana diwajibkan untuk mengembalikan 
sejumlah uang karena secara administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan 
maka harus taat. 
Namun sejauh ini, pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh 
Inspektorat Kabupaten Brebes terhadap penggunaan Dana Desa masih sangat 
rendah hal ini terbukti masih adanya penyelewengan –penyelewengan Dana Desa 
yang dilakukan oleh beberapa Kepala Desa (Kades) yang masuk ke ranah hukum 
dan tidak dapat dicegah oleh Inspektorat Daerah. Penyelewengan Dana Desa 
tersebut ada yang telah diproses secara hukum dan ada yang masih dalam 
penyelidikan karena adanya aduan yang mengindikasikan adanya penyelewengan. 
Berikut ini adalah fakta kasus penyelewengan Dana Desa yang ada di 
Kabupaten Brebes : 
TRIBUNJATENG.COM, BREBES- Beberapa Kepala Desa (Kades) 
di Kabupaten Brebes tersandung kasus hukum penyelewengan Dana 
Desa. Dari data Reskrim Polres Brebes, sudah ada empat Kades yang 
ditetapkan tersangka, dan beberapa kasus lagi dalam tahap penyelidikan. 
Kapolres Brebes, AKBP Aris Supriyono melalui Kanit Tipidkor Reskrim 
Polres Brebes, Ipda Iwan Sujarwadi mengatakan, ada empat kasus 
penyelewengan Dana Desa yang prosesnya sudah penyidikan dengan 
tersangka Kades. Keempat kasus ditangani mulai 2018 lalu. "Tiga kasus 
sudah penyidikan pada 2018, satu kasus naik menjadi penyidikan pada 
awal 2019 ini. Tersangkanya para Kades," kata Iwan saat ditemui di 




penyelewengan Dana Desa yang sudah penyidikan, pihaknya juga 
memproses empat aduan lagi terkait Dana Desa. Hanya saja, empat 
aduan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. "Empat kasus lagi masih 
penyelidikan dan menunggu hasil penghitungan kerugian negara serta 
investigasi dari Inspektorat," jelasnya. Ia mengungkapkan, empat kasus 
yang sudah penyidikan yaitu kasus penyelewengan di Desa Sindangjaya 
Kecamatan Ketanggungan, Desa Wanacala Kecamatan Songgom, Desa 
Cipelem Kecamatan Bulakamba, dan Desa Kedunguter Kecamatan 
Brebes. Dari keempat kasus tersebut, kasus di Desa Cipelem Bulakamba 
sudah masuk pengadilan dan saat ini proses persidangan. Tiga Desa 
lainnya dalam proses melengkapi berkas untuk segera dilimpahkan ke 
Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes. "Untuk kerugian negara, masing-
masing desa rata-rata antara Rp 200 juta sampai Rp 300 juta," 
ungkapnya. Ia menambahkan, selain penyelewengan Dana Desa, kasus 
hukum yang menjerat para Kades di Brebes juga disebabkan adanya 
penyelewengan dana bantuan aspirasi dan penyimpangan bengkok eks 
Sekretaris Desa (Sekdes). Jumlah Kades yang tersangkut kasus hukum di 
Brebes, empat kasus sudah penyidikan dan empat lainnya masih 
penyelidikan, memungkinkan bertambah. Mengingat, Dana Desa yang 
digelontorkan di Brebes pada 2019 ini mencapai Rp 440 miliar untuk 292 
desa. Jumlah itu meningkat Rp 97 miliar dari dana desa 2018 yang hanya 
Rp 343 miliar. Untuk itu, Kejari Brebes telah melakukan sosialisasi 




(13/3/2019) kemarin. Kasi Intelijen Kejari Brebes, Hardiansyah 
mengatakan, alokasi Dana Desa yang besar akan diimbangi dengan 
pengawasan yang ketat agar tidak ada penyelewengan. "Karena desa 
menjadi lokomotif pembangunan nasional dan Dana Desa didesain untuk 
mengelola segala potensi dan sumber daya yang ada di desa," kata 
Hardiansyah. Ia menyatakan, alokasi dana desa yang sangat besar harus 
berbanding lurus dengan pembangunan di desa. Untuk itu, pihaknya juga 
memberikan pemahaman pada para Kades mengenai fungsi Tim 
Pengamanan dan Pengawalan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 
(TP4D) dalam pengelolaan Dana Desa. "Melalui sosialisasi kita 
sampaikan bahwa Kejaksaan Brebes siap setiap saat untuk menerima 
konsultasi apa pun yang menjadi permasalahan para pemerintahan desa 
dalam pengelolaan keuangan desa," tuturnya. Di sisi lain, beberapa kasus 
masih ada bentuk penyimpangan di antaranya peruntukan yang tidak 
sesuai. Pemerasan saat pencairan dan rendahnya manajerial perangkat 
desa. Menurutnya, hal itu yang menghambat serapan dana desa sehingga 
dananya mengendap di Kas Daerah. 
Sumber: http://jateng.tribunnews.com/2019/03/15/beberapa-kades-di-
kabupaten-brebes-tersandung-kasus-hukum-penyelewengan-dana-desa. 
Dari kasus diatas menandakan bahwa dalam hal ini Inspektorat Daerah 
lemah dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terutama 
dalam mengawasi Dana Desa. Hal tersebut memperlihatkan keberadaan 




yang mengawasi penggunaan Dana Desa. Masih terjadinya kasus penyalahgunaan 
dan penyelewengan Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Brebes dapat 
menggambarkan bahwa aparatur-aparatur desa masih belum transparan dan 
akuntabel dalam penggunaan Dana Desa selain itu para aparat pengawas yang 
bertugas untuk mengawasi penggunaan dana desa masih terkesan belum maksimal 
dalam melaksanakan pengawasan. Dari awal tahun berjalannya Dana Desa ini 
selalu ditemukan kasus penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran Dana Desa.   
Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap 
penggunaan Dana Desa merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan 
agar aparatur-aparatur desa dapat lebih memahami sistem dan ketentuan yang 
berlaku dalam penggunaan Dana Desa. Selain itu untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran Dana Desa agar tujuan 
pemerintahan desa dalam penggunaan Dana Desa sebagai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. 
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM 
PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 . 
Judul penelitian ini diambil peneliti berangkat dari membaca berita online dan 
juga media massa, sehingga dibuatlah karya tulis dalam bentuk skripsi. 
I.2 Rumusan Masalah 
Sebelum diuraikan permasalahan penelitian ini, maka terlebih dahulu akan 
dijelaskan istilah dari masalah. Winarno Surachmad (1998 : 113) berpendapat 




menggerakkan orang untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan 
sebagai tantangan yang semestinya harus dilalui (tentang jalan mengatasinya) 
apabila kita akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai 
tantangannya”. 
Sedangkan Sugiyono (2005:29) berpendapat pengertian masalah merupakan 
penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, penyimpangan 
antara teori dan praktek, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, dan 
penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan yang terjadi yang 
sekarang. 
Dari beberapa pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa masalah 
adalah keadaan dimana adanya kesulitan ketidaksesuaian kehendak dan 
kenyataan, sehingga secara otomatis manusia tergerak untuk mencari suatu 
jawaban atas masalah yang dihadapi tersebut. 
Berdasarkan pengertian masalah tersebut diatas, maka peneliti mengajukan 
beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peran inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa di 
Kabupaten Brebes tahun 2018? 
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat serta solusi peran inspektorat 
daerah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes tahun 2018? 
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 1.3.1.   Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam 




1. Untuk mengetahui peran yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam 
pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes tahun 2018. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Inspektorat Daerah 
dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes tahun 2018. 
1.3.2.   Manfaat Penelitian 
Setiap penelitian pasti memiliki manfaat, penelitian ini diharapkan dapat 
memberi manfaat untuk semua pihak yang berkaitan dalam penelitian ini maupun 
pembaca. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini : 
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, sebagai sumbangan informasi dan 
pemikiran untuk menunjang pelaksanaan peran inspektorat dalam 
pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Inspektorat Kabupaten 
Brebes sebagai lembaga pengawas sehingga dapat lebih meningkatkan 
pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai masukan khususnya 
kepada masyarakat untuk lebih tanggap dan partisipatif dalam membantu 
mengawasi dana desa. 





Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
untuk menjelaskan masalah penelitian juga menjadi landasan teori dalam 
penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan di mana posisi 
pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan bahan-bahan pustaka yang 
relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca 
meningkatkan cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian.  
II. 1 Kerangka Teori 
Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai 
landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk 
mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji 
permasalahan. Sebelum melangkah lebih lanjut peneliti akan mengemukakan 
terlebih dahulu beberapa pengertian teori. 
Teori menurut Sugiyono (2017:79) adalah seperangkat konstruk (konsep), 
definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, 
melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk 
menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Ridwan (2010 : 30) landasan 
teori adalah teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang 
variabel yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara 




Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu 
teori adalah suatu konseptualisasi yang umum diperoleh melalui, jalan yang 
sistematis serta dapat diuji kebenarannya. 
Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa 
teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun 
teori- teori tersebut adalah sebagai berikut : 
II. 1.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian 
yang pernah dilakukan bekenaan dengan objek serta pokok permasalahan yang 
sekiranya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan.  
Penelitian yang dilakukan Dessy Nindya Ningsih, pada bulan Juli tahun 
2017 tentang pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap 
penggunaan dana desa di Kabupaten Pesawaran. Tipe penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik 
wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, 
ada 3 (tiga) tahap dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah 
terhadap penggunaan dana desa di Kabupaten Pesawaran, yaitu tahap perencanaan 
pengawasan, tahap pelaksanaan pengawasan dan tahap penyusunan dan 
penyampaian laporan hasil pengawasan. Di dalam tahap pelaksanaan pengawasan, 
terdapat 2 (dua) metode pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 
Pesawaran dalam mengawasi penggunaan dana desa, yaitu pengawasan secara 




pemeriksaan, serta pengawasan tidak langsung dengan melakukan pemeriksaan 
kasus. Dalam pelaksanaan pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus belum 
terlaksana secara optimal dan menyeluruh, dikarenakan masih ada beberapa derah 
yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan fisik dan ada beberapa laporan terkait 
pelanggaran dalam penggunaan dana desa yang belum ditindaklanjuti oleh 
Inspektorat. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan 
Inspektorat meliputi kapasitas dan kuantitas aparat pengawas, realisasi anggaran 
yang tidak sesuai dengan target, serta minimnya sarana yang dimiliki Inspektorat 
Kabupaten Pesawaran dalam operasional pengawasan. 
Sedangkan penelitian berikutnya terkait penelitian judul ini adalah 
pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah kabupaten 
Lampung Selatan oleh Iis Priyatun. Dana desa merupakan alat pemerintah pusat 
untuk pembangunan desa, pembangunan desa menjadi salah satu agenda 
pembangunan nasional. Masalah yang kemudian muncul adalah peraturan yang 
relatif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana pemerintah desa. Hal 
lain yang cukup menjadi perhatian adalah semakin besarnya dana yang di 
kucurkan pemerintah pusat ke dasa semakin besar. Potensi kecurangan 
pengelolaan dana desa perlu diantisipasi melalui pengawasan oleh inspektorat 
daerah Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan filosofis (phylosopical approach) dan pendekatan empiris. Prosedur 
pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data 




penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) pengawasan yang dilakukan 
inspektorat kabupaten lampung selatan belum terlaksana secara optimal, hal ini 
dapat dilihat dari pemeriksan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh pada 
pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. (2) tindak 
lanjut dan evaluasi hasil pengawasan inspektorat pemeriksaan di desa 
Pemanggilan dan Bumisari masih ada temuan inspektorat karena apabila terjadi 
kesalahan maka inspektorat langsung melakukan pembinaan dan masih banyak 
kasus di lampung selatan yang belum ditindaklanjuti karena inspektorat terkesan 
masih tertutup dan tidak transparan. 
II. 1.2 Peran 
A. Pengertian Peran 
Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan 
(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan 
dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak 
dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 
sebaliknya. 
Pembagian peran menurut Soekanto (2001 : 243) peran dibagi menjadi 
tiga yaitu sebagai berikut: 
1) Peran Aktif  
Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 
kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti 




2) Peran partisipatif  
peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 
kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat 
berguna bagi kelompok itu sendiri. 
3) Peran pasif 
Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, 
dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan 
kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan 
baik. 
Menurut Sondang P. Siagian (2003:54) mengatakan bahwa peran adalah 
tempat yang ditentukan untuk menduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian 
tujuan. Adapun menurut A. Marwanto yang dikutip oleh (Taliziduhu Ndaraha 
2003:504) menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang 
dalam kegiatan yang berhubungan dengan orang lain.  
Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai 
orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi 
sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi 
akan berprilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. 
Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural 
(norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya 
terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing 




perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya 
menjalankan berbagai peran. 
Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan 
kedudukan yang dimainkan oleh suatu pihak baik perseorangan atau lembaga, 
untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya dalam 
menjalankan suatu peranan yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan 
tersebut dapat diartikan bahwa, apabila  dihubungkan dengan Inspektorat , peran 
tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan 
wewenang Inspektorat. 
B. Peran Inspektorat Daerah 
Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah, yang 
menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara 
pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintah di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 
2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan Inspektorat 
Kabupaten/Kota meliputi a) administrasi umum pemerintahan, dan b) urusan 
pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap,a) kebijakan daerah,b) 
kelembagaan, c) pegawai daerah, d) keuangan daerah, serta e) barang dan aset 
daerah. Dalam melakukan tugasnya, inspektorat tidak boleh memihak kepada 
siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan 
mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan 




Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  Nomor  47  Tahun  2011  tentag  
kebijakan pengawasan   lingkungan   kementrian   dalam   negeri   dan   
penyelenggaraan pemerintahan  daerah  tahun  2012  pada  poin  penajaman  
pengawasan  angka  4 menetapkan perumusan peran dari inspektorat daerah 
kabupaten yaitu melakukan :  
a. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah 
kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun 
dan menetapkan   kebijakan   pengawasan   dilingkungan   
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. 
b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang 
ligkup: pengawasan pada pemerintah desa, pengawasan pelaksanaan 
tugas pembantuan di kabupaten/kota dan pemeriksaan khusus terkait 
dengan adanya pengaduan. 
c. Pembinaan dilingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota dan desa 
Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, Inspektorat 
juga berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 
penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi 
penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan 
inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah 
melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan 
efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian 




pemerintah desa yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama 
tindakan penyalahgunaan Dana Desa. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.79 
Tahun (2005), tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa salah-satu dari tugas inspektorat 
adalah melakukan Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi 
terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan cara melakukan 
pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan 
oleh masing-masing Pemerintah Desa sehingga track record Dana Desa selama 
kegiatan berlangsung dapat diketahui untuk apa saja Dana Desa tersebut 
digunakan. 
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten 
Inspektorat Kabupaten merupakan organisasi perangkat daerah, yang 
bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat 
DPRD, Dinas daerah, dan lembaga tehnis daerah (kecamatan dan kelurahan). 
Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas 
pengawasan dalam penyelenggraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan 
tatalaksana yang menjadi acuan , arahan, ketentuan dalam pedoman 
penyelenggaraan peraturan daerah.  
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi : 
1. Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi 
umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan 




2. Pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 
3. Pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan 
tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; 
4. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan 
pemeriksaan, pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan. 
II. 1.3 Pengawasan 
A. Pengertian Pengawasan 
Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi 
yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah 
diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian jika 
terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan 
sasaran yang ingin dicapai maka segera diambil langkah-langkah yang dapat 
meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya. Menurut S.P 
Hasibuan (2002:64) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh 
kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan 
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga untuk 
lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi 
benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
Pengawasan menurut Sondang Siagian (2005:27) adalah suatu proses dimana 
pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan 




yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana 
yang telah ditentukan sejak awal. Selain itu Ni‟matul Huda (2007:33) menjelaskan 
bahwa Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada suatu 
lembaga baik pemerintah atau swasta yang berwenang melakukan pengawasan 
terhadap suatu kegiatan atau kinerja kerja. Sehingga Pengawasan ialah segala 
tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak 
menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi 
untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana, 
perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan, sehingga tidak 
menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, 
pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes merupakan 
suatu bentuk pemeriksaan dan pengontrolan terhadap penggunaan Dana Desa agar 
penggunaan Dana Desa sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
B. Jenis - jenis Pengawasan 
Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau 
membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat penting baik pengawasan 
secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar 
maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai 
tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula 




1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung 
a) Pengawasan Langsung 
Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara 
mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) 
terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan 
terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan 
pemeeriksaan ditempat atau pemeriksaan setermpat itu dapat berupa 
pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. 
b) Pengawasan tidak langsung 
Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan 
tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang 
diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari 
belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak 
langsung antara lain : 
a.    Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun 
laporan insidentil 
b.    Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawas lain 
c.    Surat-surat pengaduan 
d.    Berita atau artikel di mass media 
e.    Dokumen lain yang terkait. 
 
2. Pengawasan Formal dan Informal 




Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang berifat intern dan 
ekstern; Misal : pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan 
ITJEN 
b) Pengawasan Informal 
Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh 
masyarakat atau social control, misalnya surat pengaduan masyarakat 
melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat. 
3. Pengawasan Ekstern dan Intern 
a) Pengawasan Ekstern  
 Pengasan ektern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang 
menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang 
diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah 
perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada 
di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia 
tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala 
Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
RI (Sujamto, 1986 : 81-82) 
b) Pengawasan Intern 
Pengawasan intern ialah yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga 
pengawas terhadap organ-organ dalam tubuh dalam suatu organisasi. 
Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan 




Departemen yang bersangkutan, Inspektorat Wilayah Provinsi, 
Inspektorat Kabupaten/Kota ditinjau dari Provinsi dan Kabupaten/Kota 
masing-masing dan BPKP ditinjau dari sudut pengertian pemerintahan 
dalam arti luas. 
4. Pengawasan Preventif dan Represif 
a) Pengawasan Preventif 
Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan 
pada pencegahan, jangan ada kesalahan dikemudian hari. Misalnya 
dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana 
kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-
sumber lain. 
b) Pengawasan Represif 
Pengawasan yang bersifat refresif adalah memperbaiki kesalahan yang 
telah terjadi sehingga dikemudian hari jangan sampai terulang lagi. 
Dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. 
T.Hani Handoko juga membagi tiga jenis pengawasan (2003 : 361) 
menyatakan bahwa, “ada tiga tipe dasar pengawasan”,yaitu : 
1) Pengawasan pendahuluan 
2) Pengawasan concurrent 






Dari pendapat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Pengawasan pendahuluan 
Atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi 
masalah atau penyimpangan dari suatu standar atau tujuan serta 
memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu 
diselesaikan. Jadi, pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi 
masalah dan mengambil suatu tindakan yang diperlukan sebelum masalah 
muncul atau terjadi. Pengawasan ini bersifat preventif artinya tindakan 
pencegahan sebelum munculnya suatu permasalahan atau penyimpangan. 
2) Pengawasan concurrent 
Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. 
Pengawasan ini sering disebut dengan pengawasan “Ya, Tidak”. Screenning 
Control atau “berhenti, terus”, dilakukan selama suatu kegiatan 
berlangsung. Sehingga memerlukan suatu prosedur yang harus dipenuhi 
sebelum kegiatan dilanjutkan. 
3) Pengawasan umpan balik 
Pengawasan ini dikenal sebagai past – action controls, yang bertujuan untuk 
mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab 
dari penyimpangan atau kesalahan dicari tahu kemudian penemuan-
penemuan tersebut dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang serupa di 
masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran 













            T.Hani Handoko (2003 : 362) 
 
 
C. Fungsi Pengawasan 
Menurut Adisasmita (2014:136) kebijakan pengawasan dalam dimensi 
pemerintah dan pembangunan dimaksudkan agar segenap rangkaian 
pelaksanaan dan mekanisme pembangunan dapat mencapai sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran dan pertimbangan yang 
tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, bahwa pengawasan merupakan 
salah satu unsur penting dalan rangka peningkatan pendayagunaan aparatur 
negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 
Menurut Achmadi (2005:80) Pengawasan anggaran dilakukan 
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anggaran. Juga bersifat pencegahan secara dini terhadap kemungkinan 
terjadinya berbagai penyimpangan dan pelanggaran. 
Menurut Djayasinga (2008:27) Fungsi pengawasan anggaran ialah: 
1. Menjamin ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan. 
2. Mendorong terciptanya efesiensi dan efektivitas. 
3. Menjamin pelaporan yang diberikan dapat dipercaya. 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
pengawasan memiliki fungsi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas 
dalam pelaksanaan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan. Jadi dalam penelitian ini fungsi pengawasan yang dilaksanakan 
oleh Inspektorat Kabupaten Brebes terhadap penggunaan Dana Desa ialah 
untuk menjamin ditaatinya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam 
penggunaan Dana Desa, mendorong terciptanya efesiensi dan efektivitas dalam 
penggunaan Dana Desa, menjamin pelaporan yang diberikan dan rencana yang 
telah ditetapkan sesuai dan dapat dipercaya. 
D. Maksud dan Tujuan Pengawasan 
Pengawasan diadakan dengan maksud untuk : 
1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak, 
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-




3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 
rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 
direncanakan, 
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak, 
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 
dalam planing, 
Dalam instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan, dikemukakan bahwa; “Pengawasan bertujuan untuk 
mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan 
pembangunan” Selanjutnya menurut Rahardjo Adisasmita, tujuan pengawasan 
yaitu; 
1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, 
kebijaksanaan dan perintah, 
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, 
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan, 
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang 
dihasilkan, 
5. Membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi 
(pemerintah). 
Berdasarkan hal diatas, maka penulis dapat memberikan suatu rangkuman 




mencegah agar pelaksanaan dari suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan 
sasaran yang hendak dicapai. 
E. Hasil Laporan Pengawasan 
Sebagai kegiatan akhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan 
hasil pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi 
dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang 
temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas atau yang perlu 
mengetahuinya informasi tersebut. LHP dibuat berdasarkan kertas kerja 
pemeriksaan dan temuan hasil pemeriksaan yang disusun selama melaksanakann 
pemeriksaan agar informasinya akurat dan obyektif. 
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam proses 
pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), produk Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) merupakan 
dokumen yang harus disusun dan dipertanggungjawabkan serta dikomunikasikan 
di antara pihak yang melakukan pemeriksaan dengan pihak yang diperiksa 
sebelum laporan akhir yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan. 
Dokumen NHP tersebut merupakan bentuk lain Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 
yang secara komprehensif dan akumulatif memuat semua hasil pemeriksaan yang 
ditulis pada setiap KKP dari setiap pemeriksa. NHP dituangkan dalam suatu 
naskah dinas yang menggambarkan nama pihak yang diperiksa, pihak yang 
memeriksa, dasar hukum pemeriksaan, waktu pemeriksaan, aspek pemeriksaan 





F. Evaluasi Pengawasan 
 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi 
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan 
menentukan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 
kegiatan dalam mencapai tujuan. Contoh kegiatan evaluasi yang dilaksanakan 
oleh APIP antara lain : 
a. Evaluasi strategi pelaksanaan kegiatan 
b. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP) 
c. Evaluasi dan penilaian atas efektivitas penerapan sistem pengendalian 
intern; 
d. Evaluasi dan penilaian atas efektivitas proses tata kelola 
G. Teknik Pengawasan 
Teknik pengawasan yaitu merupakan cara yang di tempuh oleh tim 
pengawas untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang 
sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Biasanya teknik  yang di gunakan 
dalam pengawasan dan pemriksaan adalah sama.  
Ada banyak teknik pengawasan, di antaranya yang umum digunakan,   
antara lain: 
a. Inspeksi yaitu dilakukan dengan cara pengamaatan langsung terhadap 
proses yang diperiksa, untuk mengetahui secara langsung proses yang 
di periksa, untuk pembuktikan atas segala sesuatu keadaan atau sesuatu 
masalah pada kurun waktu tertentu. Inspeksi di lakukan minimal oleh 




sehingga diperoleh hasil pengamatan dan analisa yang lebih objektif 
dan tidak sepihak. 
b. Observasi yaitu dilakukan dengan penmgamatan secara langsung hanya 
saja observasi dilakukan secara kontinyu dalam kurun waktu tertentu 
dan terkadang dilakukan dengan melihat dari jarak jauh atau tanpa 
disadari oleh pihak yang diamati. 
c. Tanya jawab, teknik ini dapat dilakukan dalam bentuk lisan 
(wawancara)  maupun tertulis. Dalam teknik tanya jawab ini, sebaiknya 
auditor menetukan terlebih dahulu pihak yang berkompeten untuk 
menjawab pertanyaan yang akan diajukan dan disepakati waktu 
wawancara terlebih dahulu sehingga tidak menganggu pekerjaan dari 
pihak yang diperiksa terutama apabila wawancara membutuhkan waktu 
yang lama. Apabila auditor ekan merekam hasil tanya jawab sebaiknya 
auditor terlebih dahulu bahwa proses tanya jawab ini akan direkam oleh 
auditor. 
d. Konfirmasi dilakukan kepada pihak eksternal, diluar dari pihak yang 
diperiksa dengan tujuan untuk melakukan cros check atas kebenaran 
informasi yang disampaikan oleh pihak yang periksa. Komfirmasi dapat 
dilakukan secara lisan maupun tertulis. Konfirmasi secara lisan 
dilakukan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan 
konfirmasi secara tertulis di bagi menjadi dua yaitu konfirmasi positf 




e. Teknik analisa dilakukan atas konfirmasi ataupun data yang diterima. 
Informasi atau data tersebut harus dianalisa terlebih dahulu bartu dapat 
disimpulkan apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak berdasarkan 
data atau informasi tersebut. 
f. Teknik perbandingan yaitu dengan membandingkan antara satu 
kejadian keadaan dengan keadaan lainnya, dengan membandingkan 
keadaan yang seharusnya dengan senyatanya, keadaan yang sekarang 
dengan tahun yang sebalumnya, keadaan di suatu daerah/instansi 
dengan daerah/instansi yang diperiksa. 
Teknik pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan atas bukti-bukti 
tertulis. Terdapat beberapa teknik pemeriksaan atas bukti-bukti tertulis antara lain: 
a. Vouching, merupakan teknik pengujian atas keabsahan ddan 
kelengkapan bukti transaksi, misalnya pengujian atas keabsahan dan 
kelengkapan kwintasi transaksi suatu kegiatan transaksi yang diperiksa. 
b. Verifikasi, merupakan teknik pengujian atas ketelitian perkalian, 
penjumlahan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensinya tujuan voucing 
dan verifikasi, yaitu untuk memastikan bahwa: 
a) Bukti telah disetujui oleh pejabat yang berwewenang 
b) Bukti sesuai dengan tujuannya 
c) Jumlah yang tertera dalam bukti tersebut benar. 
d) Pencatatan telah dilakukan secara benar 




c. Teknik rekonsiliasi merupakan penyesuaian antara dua kelompok data 
yang berhubungan dan dibuat oleh pihak yang berbeda untuk 
memdapatkan data yang benar. Contohnya adalah rekonsiiasi antara 
saldo rekening bank dengan saldo buku yang disusun oleh 
bendaharawan. 
d. Teknik penelusuran ulang (trasir). Penelusuran ini biasanya dilakukan 
mengikuti tahapan proses laporan namun dilakukan secara mundur 
misalnya: berdasarkan laporan keuangan daerah ditelusuri secara 
mundur mulai dari laoporan, proses penatausahaan, proses pelaksanaan, 
proses penganggaran sampai dengan proses perencaaan dilengkapi 
dengan pemeriksaan atas bukti yang terkait pada setiap proses tersebut. 
Penelusuran ini bertujuan untuk memastikan padda tahapan mana 
menjadi penyebab utama atas terjadinya suatu penyimpangan. 
e. Teknik perhitungan ulang dilakukan untuk lebih menyakinkan atas 
kebenaran dari kalkulasi yang dibuat oleh pihak yang diperiksa. Tidak 
jarang, dalam melakukan kalkulasi terjadi lebih atau kurang kalkulasi 
dalam jumlah yang signifikan. 
Teknik Pengawasan dibutuhkan untuk membuktikan adanya indikasi 
penyimpangan oleh karena itu dibutuhkan analisa dan teknik tertentu untuk 
memastikan bahwa dari bukti tersebut terdapat indikasi temuan, sehingga 
diperlukan adanya bukti-bukti yang memadai. 
II. 1.4 Dana Desa 




Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat pada Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun ketentuan lebih lanjut secara 
khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentag perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 memberikan definisi sebagai 
berikut : 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa 
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Alur penganggaran, pengalokasian dan penyaluran Dana Desa secara rinci 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana 
Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. 
B. Penganggaran, Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa 




Direktorat Jenderal perimbangan keuangan menyusun indikasi 
kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana desa dengan 
memperhatikan presentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Danan Desa berdasarkan 
penganggaran dana desa drijen perimbangan keuangan melakukan 
penghitungan rincial dana desa setiap kabupaten/kota. Kemudian 
rincian disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat saat 
pembahasan Tingkat 1 nota keuangan dan Rancangan Undang-undang 
mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan. Rincian Dana Desa 
setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden Mengenai 
Rincian APBN. 
b. Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa 
Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/kota, bupati/walikota 
mengitung rincian Dana Desa setiap desa. Tata cara pembagian dan 
penetapan besaran dana desa di tetapkan dengan peraturan 
bupati/walikota. 
c. Penyaluran Dana Desa 
Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota 
penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Ke Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUND) kemudian Dana Desa tersebut disalukan oleh 
kabupaten/kota kepada Desa penyaluran Dana Desa dilakukan dengan 




Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran 
berjalan dan dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah 
diterima di RKUD. tahapan penyaluran Dana Desa dilakukan bertahap 
dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan 
b) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). 
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh 
bupati/walikota. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan 
setelah Bupati/walikota menerima; 
a) Peraturan desa mengenai APBDesa 
b) Laporan realisasi penggunaan dana desa satu tahun anggaran 
sebelumnya. 
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang 
ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. 
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan 
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa 
setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 




bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan 
yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 
II. 1.5 Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Desa  
 Inspektorat Kabupaten/Kota adalah sebagai lembaga pengawas internal 
pemerintahan daerah yang memilik tugas pokok dan fungsi mengawasi jalannya 
pemerintahan dan pembangunan di daerah, yang teknis operasional langsung 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan teknis 
administrative bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi.  
Untuk memastikan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes berjalan 
secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang 
sudah disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap 
penggunaan Dana Desa tersebut. Pemerintah memberikan tugas dan wewenang 
kepada beberapa instansi di Kabupaten Brebes untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan secara langsung terhadap penggunaan Dana Desa. Salah satu instansi 
yang melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa di Kabupaten 
Brebes ialah Inspektorat Kabuapten Brebes. Berdasarkan Permendagri No. 71 
Tahun 2015 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2016, pengawasan 
Dana Desa menjadi bagian dari pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota 
dalam ruang lingkup pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa.  
Setiap hasil laporan pemeriksaan serta temuan yang diterima oleh 




pemeriksaan terindikasi sebuah kasus maka dilakukan pengusutan kasus lebih 
lanjut guna memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan penyelewengan 
terhadap penggunaan dana desa. 
II. 2 Definisi Konsepsional 
Definisi merupakan kalimat yang menjelaskan tentang makna, keterangan 
atau arti tentang suatu istilah.Konsep merupakan unsur penelitian yang penting 
dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan 
secara abstrak mengenai suatu fenomena (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 
2009:17). Menurut Robert K Norton yang dikutip oleh “Koentjarningrat” 
(1981:31) mengatakan bahwa “Definisi Konsepsional merupakan definisi yang 
perlu diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris”  
Dengan demikian definisi konsepsional yaitu menggambarkan suatu abstrak 
dari hal – hal yang perlu di amati sehingga akan mempermudah penelaahan dan 
penjernihan masalah-masalah agar mudah di mengerti, sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman mengenai arti yang digunakan dalam penelitian. 
Berdasarkan pengertian diatas, maka konsep dapat diartikan sebagai suatu 
penelitian yang berupa definisi yang mana definisi tersebut akan menggambarkan 
secara abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian. 
Berdasarkan definisi konsepsional diatas, peneliti ajukan beberapa konsep 
sebagai berikut : 
1. Peran Inspektorat Daerah adalah sebagai aparat pengawas internal 
pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, dan  




2. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan 
organisasi untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai 
dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan, 
sehingga tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.  
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 
bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dipergunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 
II. 3 Pokok - pokok Penelitian 
Pokok- pokok penelitian merupakan skup atau ruang lingkup 
penelitian.Hal ini dimaksudkan agar penelitian tidak terlalu luas atau tidak terlalu 
sempit. Salah satu fungsinya yaitu untuk memberi petunjuk bagaimana suatu 
variabel yang diteliti itu dapat diukur dengan indikator - indikatornya. 
Berdasarkan pengertian pokok-pokok penelitian diatas, peneliti ajukan 
beberapa pokok - pokok penelitian sebagai berikut : 




2. Pengawasan  dengan unit analisis : 
a. Pelaksanaan  
b. Monitoring dan Evaluasi 




3. Dana Desa dengan unit analisis : 
a. Pengalokasian 
b. Penyaluran  
c. Penggunaan 
II.4 Alur Pikir 
Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari APBN, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui 
mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Maksud diberikannya dana desa ini 
untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu 
tujuan diberikannya dana desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan juga pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik yang ada didesa. 
Namun dalam pelaksanaan program Dana Desa tersebut khususnya di 
Kabupaten Brebes, masih banyak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan 
dalam penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur-aparatur desa. Untuk 
itu guna memastikan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes berjalan secara 
tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang sudah 
disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap 
penggunaan Dana Desa tersebut. Pemerintah memberikan tugas dan wewenang 
kepada beberapa instansi di Kabupaten Brebes untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan secara langsung terhadap penggunaan Dana Desa. Salah satu instansi 
yang melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa di Kabupaten 
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Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi, 2006:150). Surakhmad (2008:131) 
mengungkapkan bahwa metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk 
mencapai suatu tujuan, cara utama tersebut disesuaikan dengan situasi penelitian. 
Sedangkan menurut Sugiyono (2009:3) disebutkan bahwa secara umum 
metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk 
memperoleh sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran 
data.Penentuan metode penelitian ini sangat vital, karena menyangkut pemecahan 
masalah yang berdampak pada pengambilan kesimpulan. Dengan menentukan 
metode penelitian yang tepat, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian 
dapat terpecahkan, kesimpulan yang diambil tepat dan akurat. 
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 
 Menurut Sugiyono dalam buku Metodologi Penelitian Administrasi 
(2013:11-12) mengatakan bahwa penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi yaitu 
penelitian bermaksud menjelaskan kedudukan variabel - variabel yang diteliti 
serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berdasarkan hal ini 
penelitian dapat dikelompokkan menjadi : 
a. Penelitian Eksplorer (Eksploratif) 
Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam 




gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah 
secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis. 
b. Penelitian Deskriptif 
Penelitian deskriptif  bersifat menggambarkan. Dalam bukunya 
Prof. Sugiono, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 
untuk  mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 
antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. 
c. Penelitian Komparatif 
Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat 
membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan penelitian 
variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam 
waktu berbeda. 
d. Penelitian Asosiatif atau hubungan 
Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan 
penelitian ini peneliti akan dapat dibangun suatu teori yang dapat 
menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.  
Berdasarkan  keempat tipe penelitian di atas, maka penulis dalam menyusun 
penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan 
tentang Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten 





III.2 Jenis dan Sumber Data 
 Pada bagian ini menjelaskan nantinya penelitian ini akan menggunakan 
jenis dan sumber data apa untuk digunakan dalam proses penelitian tersebut, guna 
memperjelas penelitian yang akan dilakukan. 
III.2.1 Jenis Data 
Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis : 
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 
diamati, dicatat, melalui wawancara langsung dengan responden dan 
pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti di Kabupaten 
Brebes khusunya pada instansi Inspektorat. Moleong (2006:157) 
mengemukakan data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang 
yang diamati atau diwawancarai yang didapat melalui catatan tertulis 
atau melalui rekaman video atau audio tape, pengambilan foto atau 
film. 
b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat 
dokumen yang ada, instansi terkait, arsip, buku, jurnal, koran, 
monografi, sumber data internet dan lain-lain. 
III.2.2 Sumber Data 
 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Informan  dalam hal ini adalah Pengawas Pemerintah/P2UPD , Ketua 
Tim Audit Inspektorat , Auditor Muda Inspektorat serta Kepala Desa 




b. Instansi Inspektorat dan Kantor Balai Desa yang menyediakan baik itu  
data primer ataupun sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
selain itu membaca berita online dan media massa serta jurnal online. 
III.3 Informan Penelitian 
Informan merupakan orang yang dimintai informasi dan terlibat langsung 
dengan objek yang ditelti. 
Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai informan berjumlah 12 orang 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. P2UPD/Pengawas Pemerintah Inspektorat 1 orang 
b. Ketua Tim Audit Inspektorat 1 orang 
c. Auditor Muda Inspektorat  4 orang 
d. Kepala Desa dan Kaur Keuangan (Desa Kedungtukang 2 orang , Desa 
Wanasari 2 orang, dan Desa Sitanggal 2 Orang)  
III.4 Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat 
diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, 
dokumentasi dan sebagainya. Pengumpulan data merupakan suatu tahapan sangat 
penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan 
menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Oleh karena 
itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur 
dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 




data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari 
sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung 
(data sekunder). Sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode 
pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, 
sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini 
adalah : 
a. Observasi  
Obsevasi, menurut Nasution (1988) dalam buku Metode Penelitian 
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sugiyono, 2011:226) mengemukakan 
bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan 
hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 
kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Marshall, 1995:226) 
menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, 
dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan apabila 
penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-
gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk meneliti secara 
langsung di lapangan tentang Peran Inspektorat Dalam Pengawasan 
Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. 
b. Wawancara 
Metode Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 




dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 
2002:231) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 
pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 
sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 
atau keyakinan pribadi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 
dan tujuan tertentu. Teknisnya adalah dengan memberikan pertanyaan 
langsung kepada responden, dengan menggunakan metode wawancara 
langsung dimaksudkan mempertegas hal-hal yang mungkin tidak 
diketahui responden. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan 
topik penelitian untuk memperoleh data primer dari obyek penelitian. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud 
mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba 
yang dikutip Lexi J.Moleong (2007:186), antara lain : mengkonstruksi 
mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 
kepedulian dan lain- lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-
kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan 




masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas 
informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan 
manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas 
konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 
anggota. 
 Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara bertujuan untuk 
memperoleh informasi dari Anggota P2UPD/Pengawas Pemerintah, 
Ketua Tim Audit, Auditor Muda, Kepala Desa dan Kaur Keuangan 
(Desa Kedungtukang, Desa Wanasari, dan Desa Sitanggal.) 
c. Kepustakaan 
Kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan membaca buku – buku 
yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan dan juga untuk 
melengkapi data yang berbuhungan dengan masalah yang dibahas. 
d. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data mengkaji dokumen- 
dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang 
berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
seseorang. Dalam hal dokumen (Bogdan, 240) menyatakan bahwa hasil 
penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredible/dapat 




dan seni yang telah ada. Metode dokumentasi dapat mendukung data-
data dalam penelitian agar lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu 
berharga sehingga penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada 
situs studi kasus. Foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-
karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar. 
III.5 Teknik dan Analisis Data 
Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman (1984) dalam buku Metode 
Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Prof Sugiyono mengemukakan bahwa 
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
seacara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 
dalam analisis data  yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi. 
1. Pengumpulan Data adalah dimana data pertama dan masih bersifat 
mentah yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian. 
2. Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 
komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 
Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 




data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 
Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus 
selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. 
3. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie 
chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka 
data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 
mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
flowchart dan sejenisnya. Kami membatasi suatu penyajian sebagai 
sekumpulan  informasi tersusun  yang memberi kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi, dari permulaan pengumpulan data, 
seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda 
mencatat keteraturan, pola-pola, dan proposisi. Menurut Miles dan 
Huberman ( 252) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 
dan R&D oleh Prof Sugiyono mengemukakan bahwa kesimpulan awal 
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 
dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 





Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip Mungin, Burhan 
(2003:56) sebagai berikut : 
Skema III.01  







Pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan 
kesimpulan atau verifikasi berinteraksi satu sama lain.  Metode analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jadi analisis yang digunakan 
bersifat deskriptif. Adapun fokus penelitian mengenai Peran Inspektorat Dalam 
Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018. 
III.6 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah memahami isi penulisan ini maka diperoleh  
sistematika seperti berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 











BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini memuat kerangka teori, peneliti terdahulu, peran, pengawasan, 
dana desa, peran inspektorat dalam pengawasan dana desa, definisi 
konsepsional, pokok - pokok penelitian, alur pikir.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini di jelaskan tentang Jenis dan Tipe Penelitian, Jenis dan 
Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik 
Analisis Data dan Sistematika Penulisan. 
BAB IV DESKRIPTIF WILAYAH 
Pada bab ini menjelaskan wilayah penelitian yang terdiri dari letak 
geografis, kondisi demografi, kondisi pemerintahan, kondisi perekonomian, 
kondisi kesehatan, dan kondisi sosial budaya.  
BAB V HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan 
oleh peneliti selama di lapangan. 
BAB VI PENUTUP  











DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian 
memberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimana sangat memberikan andil 
dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini 
untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu 
masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar 
dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan 
mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik 
masyarakat sebagai objek penelitian. 
IV.1 Gambaran Kabupaten Brebes 
IV.1.1 Letak Geografi 
Kabupaten Brebes terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, merupakan salah 
satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memanjang keselatan berbatasan 
dengan wilayah Karesidenan Banyumas. Sebelah timur berbatasan dengan Kota 
Tegal dan Kabupaten Tegal, serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa 
Barat. Letaknya antara 6
044‟ – 7021‟ Lintang Selatan dan antara 108041‟ – 
109
011‟ Bujur Timur. 
Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah sebesar 1.769,62 km
2
 yang terbagi 
menjadi 17 kecamatan. Kecamatan Bantarkawung adalah Kecamatan terluas 
dengan luas 208,18 km
2
. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil 
adalah Kecamatan Kersana sebesar 26,97 km
2
. Wilayah Kabupaten Brebes bagian 




terletak di dataran rendah. Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Sirampog 
dengan ketinggian 875 m. 
 
Gambar IV.01 
























Luas wilyah menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes 2018 : 
No 
Kecamatan Luas (km²) Persentase 
1 2 3 
1. Salem 167,21 9,45 
2. Bantarkawung 208,18 11,76 
3. Bumiayu 82,09 4,64 
4. Paguyangan 108,17 6,11 
5. Sirampog 74,19 4,19 
6. Tonjong 86,55 4,89 
7. Larangan 160,25 9,06 
8. Ketanggungan 153,41 8,67 
9. Banjarharjo 161,75 9,14 
10. Losari 91,79 5,19 
11. Tanjung 72,09 4,07 
12. Kersana 26,97 1,52 
13. Bulakamba 120,36 6,8 
14. Wanasari 75,34 4,26 
15. Songgom 52,65 2,98 
16. Jatibarang 36,39 2,06 
17. Brebes 92,23 5,21 
Kabupaten Brebes 1 769,62 100 
(Sumber: Pendataan Citra Satelit Dinas Pertanian 
 dengan Kementerian Pertanian 2015) 
 
Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes mempunyai luas 
wilayah sebesar 1.769,62 km
2
 yang terbagi menjadi 17 kecamatan. Kecamatan 
Bantarkawung adalah Kecamatan terluas dengan luas 208,18 km
2
. Sedangkan 










Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di 




1. Salem 500 
2. Bantarkawung 161 
3. Bumiayu 162 
4. Paguyangan 342 
5. Sirampog 875 
6. Tonjong 175 
7. Larangan 23 
8. Ketanggungan 17 
9. Banjarharjo 22 
10. Losari 5 
11. Tanjung 3 
12. Kersana 1 
13. Bulakamba 3 
14. Wanasari 1 
15. Songgom 5 
16. Jatibarang 5 
17. Brebes 3 
(Sumber: BPS Kabupaten Brebes) 
Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Brebes bagian 
selatan sebagian besar terletak di dataran tinggi. Sedangkan wilayah bagian utara 
terletak di dataran rendah. Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Sirampog 
dengan ketinggian 875 m. Sedangkan Kecamatan di dataran terendah adalah 








Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Brebes, 2018. 
No Kecamatan 
Jarak ke Ibukota 
Kabupaten 
1 2 
1. Salem 111 
2. Bantarkawung 91 
3. Bumiayu 77 
4. Paguyangan 84 
5. Sirampog 89 
6. Tonjong 70 
7. Larangan 29 
8. Ketanggungan 24 
9. Banjarharjo 32 
10. Losari 26 
11. Tanjung 21 
12. Kersana 26 
13. Bulakamba 10 
14. Wanasari 4 
15. Songgom 24 
16. Jatibarang 11 
17. Brebes - 
(Sumber: BPS Kabupaten Brebes) 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jarak tempuh Kecamatan ke Kabupaten 
paling jauh yaitu Kecamatan Salem yaitu 111 Km ke Kabupaten Brebes. 
Sedangkan jarak tempuh kecamatan terdekat dengan Kabupaten Brebes adalah 
Kecamatan Wanasari yaitu 4 Km dan Kecamatan Brebes 0 Km karena  termasuk 








IV.1.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan 
Pada tahun 2018 Kabupaten Brebes terbagi menjadi 17 wilayah kecamatan terdiri 
dari 292 desa dan 5 kelurahan. Dari jumlah itu dibagi menjadi 1.573 RW dan 
8.153 RT. 
Tabel IV.04 
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Brebes, 2018. 
No 
Kecamatan Desa Kelurahan RW RT 
1 2 3 4 5 
1. Salem 21 - 76 257 
2. Bantarkawung 18 - 103 434 
3. Bumiayu 15 - 75 581 
4. Paguyangan 12 - 95 577 
5. Sirampog 13 - 65 305 
6. Tonjong 14 - 83 323 
7. Larangan 11 - 131 583 
8. Ketanggungan 21 - 113 593 
9. Banjarharjo 25 - 79 367 
10. Losari 22 - 139 691 
11. Tanjung 18 - 119 681 
12. Kersana 13 - 77 386 
13. Bulakamba 19 - 58 268 
14. Wanasari 20 - 84 392 
15. Songgom 10 - 104 579 
16. Jatibarang 22 - 86 718 
17. Brebes 18 5 86 418 
Jumlah 292 5 1 573 8 153 











Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Brebes 2010, 2017, dan 2018. 
No 
Kecamatan 










1 2 3 4 5 6 
1 Salem 56 982 60 116 60 515 0,78 0,66 
2 Bantarkawung 87 675 89 322 89 468 0,26 0,16 
3 Bumiayu 96 348 98 159 98 321 0,26 0,17 
4 Paguyangan 96 444 101 041 101 611 0,67 0,56 
5 Sirampog 61 797 64 292 64 590 0,56 0,46 
6 Tonjong 65 330 66 559 66 668 0,26 0,16 
7 Larangan 137 034 140 097 140 398 0,31 0,21 
8 Ketanggungan 133 991 138 045 138 492 0,42 0,32 
9 Banjarharjo 118 267 122 015 122 437 0,44 0,35 
10 Losari 120 541 122 805 123 007 0,26 0,16 
11 Tanjung 91 829 96 407 96 981 0,7 0,6 
12 Kersana 57 943 59 154 59 268 0,29 0,19 
13 Bulakamba 162 773 170 530 171 493 0,67 0,56 
14 Wanasari 140 954 150 996 152 334 1,01 0,89 
15 Songgom 68 475 69 761 69 876 0,26 0,16 
16 Jatibarang 83 014 86 365 86 767 0,57 0,47 
17 Brebes 157 385 160 340 160 603 0,26 0,16 
Kabupaten Brebes    1 736 782 1 796 004 1 802 829 0,48 0,38 
(Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035) 
Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes pada akhir tahun 2018 adalah 1.802.829 jiwa 
dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 
penduduk perempuan. Meskipun angka seks rasio tahun 2018 sebesar 100,95 
cenderung turun dibanding tahun sebelumnya. Secara absolut, masing-masing 





Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 yang lalu jumlah penduduk 
Kabupaten Brebes sebesar 1.736.782 sehingga telah terjadi pertambahan 
penduduk sebanyak 66.047 jiwa selama tahun 2010 sampai dengan 2018, atau 
dapat dikatakan pertumbuhan rata-rata per tahun 0,48 persen. Sedangkan 
pertumbuhan penduduk tahun 2017 ke tahun 2018 adalah sebesar 0,38 persen. 
Tabel IV.06 




Jenis Kelamin (Jiwa) 
Rasio 
Jenis 
Laki-laki Perempuan Jumlah Kelamin 
1 2 3 4 5 
1 Salem 29 990 30 525 60 515 98,25 
2 Bantarkawung 43 567 45 901 89 468 94,92 
3 Bumiayu 48 537 49 784 98 321 97,5 
4 Paguyangan 51 230 50 381 101 611 101,69 
5 Sirampog 32 074 32 516 64 590 98,64 
6 Tonjong 33 180 33 488 66 668 99,08 
7 Larangan 71 426 68 972 140 398 103,56 
8 Ketanggungan 68 857 69 635 138 492 98,88 
9 Banjarharjo 61 220 61 217 122 437 100 
10 Losari 62 592 60 415 123 007 103,6 
11 Tanjung 49 086 47 895 96 981 102,49 
12 Kersana 29 462 29 806 59 268 98,85 
13 Bulakamba 86 997 84 496 171 493 102,96 
14 Wanasari 77 798 74 536 152 334 104,38 
15 Songgom 35 675 34 201 69 876 104,31 
16 Jatibarang 43 540 43 227 86 767 100,72 
17 Brebes 80 452 80 151 160 603 100,38 
Jumlah  905 683 897 146 1 802 829 100,95 






Distribusi dan  Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 






Penduduk Per km² 
1 2 3 
1 Salem 3,36 362 
2 Bantarkawung 4,96 430 
3 Bumiayu 5,45 1 198 
4 Paguyangan 5,64 939 
5 Sirampog 3,58 871 
6 Tonjong 3,7 770 
7 Larangan 7,79 876 
8 Ketanggungan 7,68 903 
9 Banjarharjo 6,79 757 
10 Losari 6,82 1 340 
11 Tanjung 5,38 1 345 
12 Kersana 3,29 2 198 
13 Bulakamba 9,51 1 425 
14 Wanasari 8,45 2 022 
15 Songgom 3,88 1 327 
16 Jatibarang 4,81 2 384 
17 Brebes 8,91 1 741 
Kabupaten Brebes 100 1 019 
(Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035) 
Tiga kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bulakamba 
171.493 jiwa (9,51  persen), Kecamatan  Brebes 160.603 jiwa (8,91 persen), dan 
Kecamatan Wanasari sebanyak 152.334 jiwa (8,45 persen). Sedangkan kecamatan 
dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kersana sebanyak 
59.268 jiwa atau (3,29 persen). 
Namun jika dilihat dari tingkat kepadatannya, dimana luas daerah ikut 




kecamatan yang paling padat penduduknya di Kabupaten Brebes, dimana 
kepadatan penduduknya 2.384 penduduk/Km2 yang berarti bahwa tiap 1 Km2 
ditempati 2.384 penduduk. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk 
terendah ditempati oleh Kecamatan Salem, dimana kepadatan penduduknya 
hanya 362 penduduk/Km2 yang berarti bahwa tiap 1 Km2 hanya ditempati 362 
penduduk. 
Tabel IV.08 
Jumlah  Penduduk  Menurut  Kelompok  Umur  dan Jenis Kelamin di Kabupaten 
Brebes, 2018. 
Kelompok  Jenis Kelamin 
Jumlah 
Umur Laki - laki Perempuan 
1 2 3 4 
0 − 4 74 910 70 944 145 854 
5 − 9 79 187 75 006 154 193 
10−14 84 893 80 372 165 265 
15−19 86 224 76 123 162 347 
20−24 80 569 70 786 151 355 
25−29 69 924 65 732 135 656 
30−34 62 717 62 672 125 389 
35−39 63 505 64 605 128 110 
40−44 57 962 58 043 116 005 
45−49 53 697 55 603 109 300 
50−54 50 006 54 826 104 832 
55−59 44 749 48 713 93 462 
60−64 40 637 41 339 81 976 
65−69 24 307 26 348 50 655 
70−74 15 209 20 322 35 531 
75 + 17 187 25 712 42 899 
Jumlah 905 683 897 146 1 802 829 
(Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035) 
Berdasarkan tabel diatas Jika dilihat dari kelompok umur, penduduk Kabupaten 




19 tahun). Walaupun secara umum jumlah penduduk produktif lebih besar dari 
penduduk tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). 
Tabel IV.09 
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama 
Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Kabupaten Brebes, 2018. 
Kegiatan  Jenis Kelamin 
Utama Laki - laki Perempuan Jumlah 
1 2 3 4 
Angkatan Kerja 542 848 354 781 897 629 
Bekerja 502 313 330 092 832 405 
Pengangguran Terbuka 40 535 24 689 65 224 
Bukan Angkatan Kerja 124 663 316 847 441 510 
Sekolah 58648 49 121 107 769 
Mengurus Rumah Tangga 21 230 239 639 260 869 
Lainnya 44 785 28 087 72 872 
Jumlah 667 511 671 628 1 339 139 
Tingkat Partisipasi  
81,32 52,82 67,03 
Angkatan Kerja 
Tingkat Pengangguran 7,47 6,96 7,27 
(Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018,BPS Kabupaten Brebes) 
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Brebes pada tahun 2018 sebanyak 897.629 
orang, terdiri dari 832.405 orang yang bekerja dan 65.224 pengangguran terbuka. 
Sedangkan bukan angkatan kerja sebanyak 441.510 orang, sebagian besar 
beraktivitas mengurus rumah tangga yaitu sebanyak 260.869 orang. Tingkat 
pengangguran di Kabupaten Brebes pada tahun 2018 sebesar 7,27 persen atau 
mengalami penurunan sebesar 9,58 persen dibanding tahun 2017. Namun 
demikian tingkat pengangguran tahun 2018 pada penduduk laki-laki masih lebih 







Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 
Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Brebes 2018. 





1 2 3 4 
Tidak/Belum Pernah Sekolah - - - 
Tidak/Belum Tamat SD - - - 
Sekolah Dasar 245 1 987 2 232 
Sekolah Menengah Pertama 947 2 192 3 139 
Sekolah Menengah Atas 7 616 8 405 16 021 
Diploma I/II/III 219 244 463 
Universitas 255 287 542 
Jumlah 9 282 13 115 22 397 
(Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes) 
 
Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar di Kabupaten Brebes Pada Dinas 
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes pada Tahun 2018 sebanyak 
22.397 orang. Terdiri dari 9.282 laki-laki dan 13.115 perempuan. Sebagian besar 
pencari kerja di Kabupaten Brebes berpendidikan SMA/sederajat yaitu sebanyak 
16.021 orang. 
IV.1.3 Keadaan Sosial Budaya 
A. Pendidikan 
Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan yang dapat dijadikan 
indikator kemajuan suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa tidak bisa 
mengandalkan sumber daya alam semata maka usaha dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan, dimana pendidikan adalah salah 




Peningkatan di bidang pendidikan akan berimbas pada kualitas penduduk yang 
semakin baik. 
 Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas 
pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. 
Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa 
indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), 
Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Angka 
Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang 
pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan 
tersebut . Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi anak sekolah pada satu 
kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan 
kelompok usianya. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah 




Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut 




1 2 3 
SD/MI 98,86 110,13 
SMP/MTS 84,83 88,89 
SMA/SMK/MA 45,56 69,29 
(Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, 





APM di Kabupaten Brebes untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sudah 
cukup tinggi yaitu sebesar 98,86 persen dan 84,83 persen. Sedangkan untuk 
jenjang SMA/SMK/MA masih belum mencapai 50 persen, yaitu sebesar 49,56 
persen. 
Tabel IV.12 
Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok  Umur 















-1 -2 -3 -4 
Laki-Laki 
07−12 - 99 480 - 
13−15 - 5 211 3 661 
16−18 - 26 982 27 209 
19−24 2 181 20 101 67 430 
7−24 2 181 198 674 98 300 
Perempuan 
07−12 - 93 632 - 
13−15 - 44 394 1 832 
16−18 - 25 388 26 091 
19−24 - 15 234 63 060 
7−24 - 178 648 90 983 
Laki-laki+Perempuan 
07−12 - 193 112 - 
13−15 - 96 505 5 493 
16−18 - 52 370 53 300 
19−24 2 181 35 335 130 490 
7−24 2 181 377 322 189 283 
(Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor,  




APS di Kabupaten Brebes mulai menurun dimulai sejak umur 13 − 15 ada 5.493 
anak yang tidak melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya, jika dilihat secara 
umum umur 13 tahun itu seusia anak SMP.  
B. Kesehatan 
Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya 
peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini akan terwujud bila 
adanya dukungan pemerintah dan swasta sekaligus 
Tabel IV.13 
Jumlah  Fasilitas  Kesehatan  Menurut  Kecamatan  di Kabupaten Brebes, 2018. 
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes) 
Rumah Kilinik Klinik 
Sakit Utama Pratama
1 2 3 4 5 6 7
1 Salem - - 2 78 - 17
2 Bantarkawung - - 2 98 - 12
3 Bumiayu 4 - 2 94 6 15
4 Paguyangan - - 2 112 3 8
5 Sirampog - 1 1 87 - 10
6 Tonjong - - 2 85 2 10
7 Larangan 1 - 2 103 1 9
8 Ketanggungan - - 2 131 1 15
9 Banjarharjo 1 - 3 137 1 20
10 Losari - - 3 119 2 20
11 Tanjung 1 - 3 115 2 17
12 Kersana - - 1 69 - 9
13 Bulakamba - - 3 129 3 15
14 Wanasari 1 - 3 130 2 15
15 Songgom - - 1 63 - 7
16 Jatibarang - - 2 101 1 21
17 Brebes 3 3 4 151 7 24
11 4 38 1802 31 244Jumlah
No




Pada tahun 2018 jumlah rumah sakit umum ada 11 unit terdiri dari rumah sakit 
umum negeri 2 buah, rumah sakit swasta 9 buah. Didukung pula oleh tersedianya 
puskesmas induk sebanyak 38 unit, 31 klinik pratama dan 244 polindes. 
Selain itu keberadaan tenaga kesehatan juga sangat penting untuk mendukung 
tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Jumlah tenaga kesehatan pada 
tahun 2018 sebanyak 218 orang dokter, 1.386 tenaga perawat, 1.315 tenaga 
kebidanan, 201 tenaga kefarmasian dan 78 tenaga gizi. Namun demikian, di 
tengah peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Brebes masih terdapat 
permasalahan gizi buruk sebanyak 121 kasus pada tahun 2018. 
Tabel IV. 14 




Dokter Perawat Bidan Farmasi 
Ahli 
Gizi 
1 2 3 4 5 6 
1 Salem 5 42 42 2 2 
2 Bantarkawung 6 33 59 2 1 
3 Bumiayu 42 251 142 42 12 
4 Paguyangan 5 29 46 5 2 
5 Sirampog 3 15 31 2 1 
6 Tonjong 4 28 37 3 3 
7 Larangan 9 59 88 13 4 
8 Ketanggungan 7 38 59 5 2 
9 Banjarharjo 18 113 108 15 4 
10 Losari 8 60 72 8 5 
11 Tanjung 11 79 104 12 5 
12 Kersana 3 18 32 2 2 
13 Bulakamba 8 43 92 6 5 
14 Wanasari 21 167 118 30 6 
15 Songgom 3 15 34 3 2 
16 Jatibarang 5 26 53 3 3 




Jumlah 218 1386 1315 201 78 
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes) 
C. Agama 
Dari sisi sosial keagamaan tercatat bahwa di Kabupaten Brebes terdapat sarana 
peribadatan sebanyak 1253 unit masjid, 5820 mushola, 15 gereja dan 2 vihara. 
Tabel IV.15 
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Brebes,2018. 
No Kecamatan Masjid Mushola Gereja Pura Vihara 
  1 2 3 4 5 6 
1 Salem 75 289 - - - 
2 Bantarkawung 108 390 - - - 
3 Bumiayu 130 433 1 - - 
4 Paguyangan 151 398 - - - 
5 Sirampog 109 254 - - - 
6 Tonjong 84 340 - - - 
7 Larangan 55 418 1 - - 
8 Ketanggungan 62 535 - - - 
9 Banjarharjo 58 425 - - - 
10 Losari 61 397 1 - 1 
11 Tanjung 41 270 3 - - 
12 Kersana 23 160 1 - - 
13 Bulakamba 56 395 1 - - 
14 Wanasari 67 311 - - - 
15 Songgom 36 258 - - - 
16 Jatibarang 42 209 2 - - 
17 Brebes 95 338 5 - 1 
Jumlah 1253 5820 15 0 2 
(Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Brebes) 
IV.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi 
A. Kemiskinan 
Di sisi lain kemiskinan di Kabupaten Brebes semakin menunjukkan tren 




Angka kemiskinan Kabupaten Brebes pada tahun 2018 mengalami penurunan 
sebesar 10,29 persen dibanding tahun sebelumnya. Di mana penurunan ini 
merupakan penurunan angka kemiskinan tertinggi selama lima tahun terakhir. 
Tabel IV.16 
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes, 2014-2018. 
Tahun 
Garis  Penduduk Miskin 
Kemiskinan Jumlah Persentase 
1 2 3 4 
2014 327 452 355,1 20 
2015 340 538 352,01 19,79 
2016 364 059 347,98 19,47 
2017 382 125 343,46 19,14 
2018 405 932 309,17 17,17 
(Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional) 
B. Pertanian 
Luas areal sawah di Kabupaten Brebes pada tahun 2018 sebesar 63.635,04 Ha. 
Sebagian besar areal sawah di Kabupaten Brebes ditanami padi sawah dengan luas 
panen pada tahun 2018 sebesar 100.973 Ha, terjadi penurunan seluas 2.216,40 Ha 























-1 -2 -3 -4 
1 Salem 2 824,37 71,79 2 315,76 
2 Bantarkawung 1 281,07 2 753,00 4 034,07 
3 Bumiayu 2 232,33 409,58 2 641,91 
4 Paguyangan 1 935,31 211,39 2 146,70 
5 Sirampog 1 402,39 109,23 1 511,62 
6 Tonjong 1 774,91 259,89 2 034,80 
7 Larangan 4 185,22 2 254,52 5 904,59 
8 Ketanggungan 2 906,29 3 797,63 4 530,22 
9 Banjarharjo 2 824,37 2 254,52 5 078,90 
10 Losari 3 255,73 1 274,49 4 530,22 
11 Tanjung 2 218,27 1 039,91 3 258,18 
12 Kersana 1 748,03 - 1 748,03 
13 Bulakamba 6 962,71 896,01 7 858,73 
14 Wanasari 3 937,21 25,15 3 962,36 
15 Songgom 3 345,87 560,91 3 906,78 
16 Jatibarang 2 278,90 286,47 2 565,37 
17 Brebes 3 433,11 - 3 433,11 
Jumlah 47 965,70 15 669,34 63 635,04 
(Sumber: Laporan statistik pertanian tanaman pangan, penggunaan 
 lahan/BPS Kabupaten Brebes--Dinas Pertanian Kabupaten Brebes) 
 
Selain padi sawah juga dihasilkan padi ladang untuk memenuhi kebutuhan beras 
di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2018 luas panen padi ladang sebesar 1.305 Ha 











Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten 







-1 -2 -3 
1 Salem 5 501 - 
2 Bantarkawung 10 552 275 
3 Bumiayu 7 815 155 
4 Paguyangan 6 312 38 
5 Sirampog 4 370 - 
6 Tonjong 5 614 153 
7 Larangan 6 958 45 
8 Ketanggungan 8 418 292 
9 Banjarharjo 9 648 113 
10 Losari 6 706 150 
11 Tanjung 2 972 - 
12 Kersana 2 008 - 
13 Bulakamba 6 339 - 
14 Wanasari 3 286 - 
15 Songgom 7 237 84 
16 Jatibarang 4 229 - 
17 Brebes 3 010 - 
Jumlah 100 973 1 305 
(Sumber: Laporan statistik pertanian tanaman pangan, 
 penggunaan lahan/BPS-Dinas Pertanian Kabupaten Brebes) 
 
Tanaman palawija yang mendominasi di Kabupaten Brebes salah satunya adalah 
jagung. Pada tahun 2018 luas panen jagung sebesar 20.885 Ha, mengalami 
kenaikan sebesar 1.930 Ha bila dibandingkan dengan tahun 2017. Sementara itu 
untuk tanaman hortikultura di Kabupaten Brebes masih didominasi oleh tanaman 
bawang merah. Luas panen bawang merah pada tahun 2018 sebanyak 28.710 Ha 





Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar 
Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes (hektar), 2018. 
No 
Kecamatan Jagung Kedelai 
Kacang Kacang  Ubi Ubi 
Tanah Hijau Kayu Jalar 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
1 Salem 2 3 7 - 24 4 
2 Bantarkawung 3 270 - - - 150 - 
3 Bumiayu 122 - 2 - 112 - 
4 Paguyangan 809 - 9 - 416 - 
5 Sirampog 801 - - - - - 
6 Tonjong 1 167 - 67 - 75 13 
7 Larangan 3 872 58 17 - - - 
8 Ketanggungan 6 619 432 25 761 - - 
9 Banjarharjo 1 615 11 21 1 403 - - 
10 Losari 31 479 - 2 221 - - 
11 Tanjung - 284 - 162 - - 
12 Kersana 60 - - 28 - - 
13 Bulakamba - 3 - - - - 
14 Wanasari 50 537 - - - - 
15 Songgom 812 - - - - - 
16 Jatibarang 1 350 - - - - - 
17 Brebes 306 - - - - - 
Jumlah 20 885 1 806 147 4 575 777 17 















Luas Panen Tanaman Sayuran dan Jenis Sayuran Menurut Kecamatan di 








-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
1 Salem - 1 - - 1 - 
2 Bantarkawung 166 11 - - 11 - 
3 Bumiayu - - - - - - 
4 Paguyangan - 18 689 279 21 129 
5 Sirampog - 21 1 0802 1 227 - 1 085 
6 Tonjong - 2 - - 1 - 
7 Larangan 7 001 11 - - 2 040 - 
8 Ketanggungan 1 946 316 - - 1 316 - 
9 Banjarharjo 106 35 - - 43 - 
10 Losari 653 52 - - - - 
11 Tanjung 1 581 437 - - - - 
12 Kersana 1 178 383 - - - - 
13 Bulakamba 4 288 502 - - 240 - 
14 Wanasari 5 519 532 - - 395 - 
15 Songgom 615 35 - - 33 - 
16 Jatibarang 1 644 95 - - 93 - 
17 Brebes 4 013 155 - - - - 
Jumlah 28 710 2 606 2 491 1 506 4 194 1 214 
















Populasi Ternak dan Jenis Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes. 
(Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes) 
 
Jenis ternak yang diusahakan Di Kabupaten Brebes adalah ternak besar yaitu sapi, 
kerbau dan kuda sedangkan ternak kecil antara lain kambing, domba dan kelinci. 
Disamping itu juga diusahakan ternak unggas yaitu ayam ras, ayam kampung, itik 
dan puyuh. Populasi ternak besar pada tahun 2018 untuk sapi, kerbau dan kuda 
masing-masing tercatat 32.653 ekor, 7.984 ekor dan 219 ekor. Kecamatan 
Bantarkawung dan Ketanggungan merupakan kecamatan dengan jumlah ternak 
besar terbanyak di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2018 populasi ternak kecil yaitu 
kambing dan domba sebanyak 111.425 ekor dan 174.145 ekor. Dibandingkan 
Sapi Sapi
Perah Potong
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
1 Salem - 1 285 1 070 - 6 612 9 197 -
2 Bantarkawung - 8 172 1 694 7 42 153 8 057 -
3 Bumiayu 2 1 163 337 41 6 831 4 486 -
4 Paguyangan - 1 277 128 5 9 473 13 144 -
5 Sirampog - 815 544 3 5 344 16 562 -
6 Tonjong - 621 1 385 19 13 078 3 743 -
7 Larangan - 5 857 1 272 16 2 731 13 373 -
8 Ketanggungan - 7 305 323 11 6 912 6 742 -
9 Banjarharjo - 4 597 388 9 6 979 11 511 -
10 Losari - 290 26 33 468 14 338 -
11 Tanjung - 208 - 2 395 19 464 -
12 Kersana - 186 89 4 459 7 219 -
13 Bulakamba - 115 87 11 1 193 9 546 -
14 Wanasari 2 238 61 30 2 641 15 202 -
15 Songgom - 137 230 13 628 3 232 -
16 Jatibarang - 115 24 11 887 6 196 -
17 Brebes - 268 326 4 4 641 12 133 -
4 32 649 7 984 219 111 425 174 145 -Jumlah






tahun sebelumnya populasi ternak kecil baik kambing maupun domba mengalami 
kenaikan. 
D. Perdagangan 
Sebagai perlintasan antara jalur selatan, barat dan timur menjadikan posisi 
Kabupaten Brebes sangat penting dalam dunia perdagangan. Pasar sebagai sarana 
perdagangan tersebar di seluruh kecamatan, pada tahun 2018 jumlah pasar 
mencapai 30, tidak terjadi penambahan dibanding tahun 2017. Sedangkan jumlah 
los di pasar mencapai 7.964 unit.  
Tabel IV.22 
Jumlah Sarana Perdagangan  Menurut  Jenisnya  di Kabupaten Brebes, 2014-2018 
Sarana  
2014 2015 2016 2017 2018 
Perdagangan 
1 2 3 4 5 6 
Pasar 25 25 26 30 30 
Toko       49 1326 
Kios       1274 1274 
Los       7964 7964 
Mini Market     104 135 135 
Swalayan     7 7 7 
(Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes) 
 
Jumlah pelaku usaha di pasar tradisional Brebes adalah 13.918 pengusaha, 880 
















Pedagang Pedagang Pedagang 
Besar Menengah Kecil 
1 2 3 4 
1 Salem - - 16 
2 Bantarkawung 17 60 181 
3 Bumiayu 182 883 1 165 
4 Paguyangan 50 148 150 
5 Sirampog - 94 81 
6 Tonjong - 1 7 
7 Larangan 49 306 626 
8 Ketanggungan 85 510 924 
9 Banjarharjo 33 239 629 
10 Losari - 3 26 
11 Tanjung 4 31 169 
12 Kersana 82 384 365 
13 Bulakamba 60 602 596 
14 Wanasari 32 117 208 
15 Songgom - - 7 
16 Jatibarang 91 877 1 073 
17 Brebes 195 911 1 649 
Jumlah 880 5 166 7 872 
(Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes) 
 
E. Perindustrian dan Energi 
Air sebagai sumber energi kehidupan sangat penting dalam kehidupan manusia. 
Sumber daya air di Kabupaten Brebes dikelola oleh Badan usaha Pemerintah 
Daerah di bawah PDAM. Pada tahun 2018 jumlah pelanggan PDAM sebanyak 
34.468 pelanggan yang didominasi oleh kategori rumah tangga sebanyak 31.542 
pelanggan. Sedangkan pelanggan kategori khusus paling sedikit yaitu sebanyak 47 




suatu wilayah. Pada tahun 2018 jumlah industri kecil non formal di Kabupaten 
Brebes sebanyak 3.437. Industri kecil tersebut telah menyerap tenaga kerja 
sebanyak 8.307 orang terserap di industri kecil non formal. Industri kecil tersebut 
pada tahun 2018 menghasilkan nilai produksi sebesar Rp Rp. 516,64 trilyun dari 
industri kecil non formal. 
Tabel IV.24 







1 2 3 4 
Sosial 1 423 378 592 1 023 548 498 
Rumah Tangga 31 542 5 338 129 




461 197 964 1 183 675 450 
Niaga 995 334 880 2 415 222 140 
Industri - - - 
Khusus 47 35 746 409 743 684 
Jumlah 34 468 6 285 311 
32 465 101 
057 















Kelompok Industri Kecil Non Formal Cabang Industri Kimia, Agro, dan Hasil 
Hutan di Kabupaten Brebes, 2018. 
 
(Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Brebes) 
 
Jumlah Unit Jumlah Tenaga Bahan Baku/
Usaha Kerja Penolong Satuan Banyaknya Nilai
1 2 3 4 5 6 7
1 Ikan Asin 33 110 12 960 000 ton 1 080 21 600 000
2 Pindang Bandeng 43 101 12 523 600 kg 6 956 760 20 872 800
3 Mie basah 3 9 388 800 kg 57 600 691 200
4 Kue kering / roti 58 124 5 655 000 kg 435 000 8 700 000
5 Kue Basah 74 148 5 400 000 kg 600 000 9 000 000
6 Tepung beras 23 25 144 900 ton 483 724 500
7 Tapioka 15 75 4 455 000 ton 900 8 100 000
8 Gula aren 36 72 475 200 ton 54 864 000
9 Gula kelapa 153 354 3 066 000 ton 365 4 380 000
10 Tempe 1 098 2 449 19 800 000 kg 3 960 000 29 700 000
11 Tahu 81 247 7 776 000 ton 2 916 23 328 000
12 Aneka krupuk 98 257 48 600 000 kg 5 400 000 81 000 000
13 Kacang bawang 22 44 990 000 ton 66 1 650 000
14 Emping Mlinjo 48 144 1 728 000 ton 86,4 3 024 000
15 Terasi 30 63 9 357 600 ton 389,9 15 596 000
16 Dodol 52 116 1 500 000 ton 150 3 750 000
17 Telur Asin 134 335 14 472 000 btr 8 040 000 20 100 000
18 Minuman ringan 12 27 555 000 kg 462 500 1 387 500
19 Rengginang 69 138 21 680 440 kg 1 275 320 25 506 400
20 Kripik Pisang 27 65 1 045 000 kg 104 500 2 090 000
21 Kripik singkong 134 47 706 000 kg 70 600 1 412 000
22 Peyek Kacang 22 42 1 694 250 kg 112 950 2 823 750
23 Ragi tape 8 36 847 125 kg 213 000 1 278 000
24 Bawang goreng 8 26 1 947 600 kg 108 200 3 246 000
25 Tape singkong 10 21 328 750 kg 65 750 657 500
26 Opak singkong 8 125 1 278 750 kg 79 765 1 927 300
27 Garam krosok 51 706 14 526 500 ton 48 750 29 250 000
28 Ebi 74 24 554 250 kg 10 725 883 500




58 173 16 512 000 m
3 2 064 30 960 000
31 Mebeler 133 381 41 760 000 set 10 440 000 62 640 000
32 Anyaman bambu 373 746 805 680 bh 335 700 2 014 200
33 Mainan Anak 19 76 3 800 000 bh 4 750 000 9 500 000
34 Boneka serat goni 40 45 60 000 bh 60 000 180 000
35 Rebana 111 333 18 465 750 bh 246 690 24 669 000
36 Percetakan 25 50 22 896 000 rim 572 400 34 344 000
37 Gerabah 26 40 109 200 bh 21 840 273 000
38 Batu bata 202 457 13 574 400 bh 33 936 000 21 361 600
39 Genteng 11 22 2 754 500 bh 5 509 000 4 407 200
40 Vulkanisir ban 4 10 470 000 bh 9 400 1 410 000












IV. 2 Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Brebes 
IV. 2.1 Tupoksi Inspektorat Kabupaten Brebes 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran 
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5)  sebagai berikut : 
Tugas Inspektorat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 
oleh perangkat daerah. 
Dalam penyelenggaraan tugas, Inspektorat  mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; 
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan ; 
e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; 
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsi pembinaan dan pengawasan. 
IV.2.2 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Brebes 
a. Visi dan Misi  
Visi : 
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Brebes 






Untuk dapat mencapai visi sebagaimana tersebut, Inspektorat  mengemban misi, 
yaitu : 
1. Menyusun rancangan kebijakan pengawasan daerah ; 
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan teliti dan efisien ; 
3. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu 
dengan rekomendasi yang efektif ; 
4. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan ; 
5. Mengadakan pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur secara 
berkesinambungan , dan 
6. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan.  
b. Tujuan dan Sasaran 
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi , perlu penjabaran dalam bentuk tujuan-
tujuan untuk setiap misinya. Adpun tujuan Inspektorat  Kabupaten Brebes adalah : 
1. Merumuskan kebijakan pengawasan daerah yang jelas. 
2. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dengan kegiatan pelatihan tenaga 
pemeriksa dan aparatur pengawasan. 
3. Menambah  secara bertahap jumlah tenaga pengawasan untuk 
meningkatkan efektifitas pengawasan; 
4. Menambah secara bertahap jumlah sarana dan prasarana pengawasan 
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan     
5. Memantau dan membantu entitas  pengawasan dalam menyelesaikan 




6. Melaksanakan prosedur dan teknik pengawasan sehinga dapat ditertibkan 
Laporan Hasil Pemeriksaan yang baik.  
IV.2.3 Sruktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Struktur Organisasi 
Inspektorat Kabupaten Brebes sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 
2016 Nomor 5) , adapun Struktur Organisasi Inspektorat secara lengkap adalah 
sebagai berikut : 
1. Inspektur 
2. Sekretariat, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Perencanaan ; 
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ; 
3) Sub Bagian Administrasi  Umum.  
3. Inspektur Pembantu Wilayah I ; 
4. Inspektur Pembantu Wilayah II ; 
5. Inspektur Pembantu Wilayah III ; 
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV ; 
7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Adapun struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes dalam bentuk bagan 
adalah sebagai berikut : 
Skema IV.01 
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes 


























Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi 
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Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur 
mempunyai fungsi : 
1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; 
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
5. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan 
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 
2. Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan 
administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat. Dalam 
melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi : 
1. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; 
2. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawian meliputi: 
ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja 
sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan; 
3. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator 
Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, 





4. penginventarisasian dan pengoordinasian data serta penatausahaan proses 
penanganan pengaduan masyarakat; 
5. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: 
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP); 
6. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 
7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
3.  Kepala Subbagian Administrasi Umum  
Kepala Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, 
kehumasan, dan ketatalaksanaan. 
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
fungsi : 
1. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan 
keuangan; 
2. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi 
surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dan pengelolaan 
perlengkapan; 
3. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi 




mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan 
kesejahteraan pegawai; 
4. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi 
keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan 
urusan perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 
dinas; 
5. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi 
kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, 
tata laksana, dan hubungan masyarakat; 
6. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris 
barang milik negara dan penyusunan laporan aset Inspektorat; 
7. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 
sesuai lingkup tugas; dan 
8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. 
4. Kepala Subbagian Perencanaan 
Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
perencanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan 
mempunyai fungsi : 
1. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan; 
2. melakukan penghimpunan dan pengolahan usulan program kerja dan 
kegiatan dari Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah; 




4. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana program kerja 
pengawasan dan pembinaan; 
5. melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengawasan 
dan pembinaan; 
6. melakukan penghimpunan bahan dan penyusunan Rencana Strategis 
(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), 
Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja 
(LKj); 
7. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; 
8. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan 
9. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. 
5. Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan 
Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala 
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : 
1. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan 
Pelaporan; 
2. melakukan pelaksanaan verifikasi ganti rugi; 
3. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 
pengawasan; 
4. melakukan administrasi laporan hasil pengawasan; 




6. melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan; 
7. melakukan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan; 
8. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; 
9. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan 
10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugasnya. 
7. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I 
Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian 
tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya. 
Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I adalah : 
1. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja; 
2. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
3. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan 
kinerja instansi pemerintah; 
4. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah 
desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan 
terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan 
dana tugas pembantuan; 
5. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 





6. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di 
bidang pengawasan; 
7. pengoordinasian program pengawasan; 
8. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan; 
9. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan 
10. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
8. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II 
Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah 
kerjanya. Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IIadalah : 
1. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja; 
2. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
3. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan 
kinerja instansi pemerintah; 
4. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah 
desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan 
terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan 




5. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 
rangka percepatan menuju  good governance, clean goverment dan 
pelayanan publik; 
6. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di 
bidang pengawasan; 
7. pengoordinasian program pengawasan; 
8. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan; 
9. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan 
10. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
9. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III 
Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah 
kerjanya. Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IIIadalah : 
1. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja; 
2. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
3. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan 
kinerja instansi pemerintah; 
4. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah 




terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan 
dana tugas pembantuan; 
5. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 
rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan 
pelayanan publik; 
6. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di 
bidang pengawasan; 
7. pengoordinasian program pengawasan; 
8. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan; 
9. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan 
10. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
10. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV 
Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah 
kerjanya. Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IVadalah : 
1. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja; 
2. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
3. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan 




4. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah 
desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan 
terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan 
dana tugas pembantuan; 
5. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 
rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan 
pelayanan publik; 
6. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di 
bidang pengawasan; 
7. pengoordinasian program pengawasan; 
8. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan; 
9. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan 
10. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
11. Jabatan Fungsional 
Jabatan Fungsional Auditor 
Kelompok  Jabatan  Fungsional   Auditor mempunyai  tugas  Melaksanakan 
pengawasan atas penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintah di Daerah. Dalam 
melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai fungsi : 
1. melakukan reviu Laporan Keuangan; 
2. melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal; 




4. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan; 
5. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang 
pengawasan; 
6. melakukan koordinasi program pengawasan; 
7. melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan; 
dan 
8. melakukan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan. 
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di 
Daerah (P2upd) 
Kelompok Jabatan Fungsional  Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai  tugas  melaksanakan 
Pengawasan Penyelenggaraan Teknis Urusan di Daerah di luar Pengawasan 
Keuangan. 
Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional 
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai 
fungsi : 
1. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa; 
2. melakukan reviu rencana kerja anggaran; 
3. melakukantindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu; 




5. melakukan pengawasan dan pembinaan atas perda dan peraturan Kepala 
Daerah; 
6. melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi; 
7. melakukanpengawasan dan pembinaan pelaksanaan Tugas Pembantuan 
dan Alokasi Dana Desa; 
8. melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good 
governance, clean government dan pelayanan publik; 
9. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu; 
10. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan; 
11. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang 
pengawasan; 
12. melakukan koordinasi program pengawasan; dan 
13. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah. 
IV.2.4 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Brebes 
a. Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Brebes 
Sumber Daya Aparatur di lingkungan Inspektorat  Kabupaten Brebes dapat dilihat 
berdasarkan data kepegawaian sebagai berikut  : 
a) Berdasarkan Eselonisasi 
 Eselon II b    = 1 orang 
 Eselon III a   = 5 orang 
 Eselon IV a   = 3 orang 




 Golongan I   =   - 
 Golongan II   =   6 orang 
 Golongan III   = 24 orang 
 Golongan IV   =   8 orang 
c) Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 SD    =    - orang 
 SLTP    =   -  orang 
 SLTA    =  10 orang 
 D3/Sarjana Muda  =   1 orang 
 S1/Sarjana   = 16 orang 
 S2/Pasca Sarjana  =   3 orang 
d) Jabatan Fungsional Auditor 
Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 005 Tahun 2005 tanggal 28 Maret 
2005 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat 
Daerah Kabupaten Brebes telah dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 
di lingkungan Inspektorat  Kabupaten Brebes dan sampai dengan sekarang telah 
terdapat  13         ( tiga belas) orang Auditor. 
b. Sarana Prasarana /Asset /Modal 
 Tanah   di Jln. MT. Haryono Nomor  64 Brebes  
 Gedung kantor  kondisi baik di Jln. MT. Haryono Nomor  64 Brebes 
 Kendaraan Dinas Roda Empat  = 6 buah 
 Kendaraan Dinas Roda Dua  = 17 buah 




 Printer     = 16 unit 
 CPU     =  20 unit 
 Laptop     = 10 buah 
 Server     = 3 unit 
 LCD    = 2 unit 
 Layar Monitor    = 1 unit 
 AC Ruangan    = 10 unit 
 Faksimile     = 1 unit 
 Televisi     = 2 buah 
 Handycam    = 1 unit 
 Central Telepon    = 1 unit 
 Pesawat Telpon Display   = 1 unit 
 Pesawat telepon single line  = 15 unit 
 Kipas Angin    = 12 buah 
 Tape Recorder    = 2 buah  
 Meja kursi eselon II   = 1 unit 
 Meja kursi eselon III   = 6 unit 
 Meja kursi eselon IV   = 19 unit  
 Lemari kayu/Bufet   = 1 buah 
 Lemari Es     = 1 buah 
 Almari Arsip    = 12 buah  
 Lemari Kayu   = 8 buah 




 Kursi Kayu    = 33 buah 
 Kursi Lipat    = 70 buah 
 Meja Tulis    = 34 buah 
 Meja Makan    = 1 buah 
 Papan Visual    = 5 buah 
 Papan PNS    = 1 buah 
 White Board    = 2 buah 
 Filling Kayu    = 6 buah 
 Filling Besi    = 6 buah 
 Rak Besi     = 1 buah 
 Mesin Tik     = 6 buah 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian deskriptif penulis memilih informan tidak pada besaran 
tetapi kedalaman informasi yang didapatkan penulis dengan memilih orang-orang 
yang mengetahui persis seluk beluk permasalahan penelitian, hal ini agar tingkat 
kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca. 
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Inspektorat Daerah 
dalam melakukan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018 serta 
mengetahui kendala-kendala dan solusi dari Peran Inspektorat Daerah Dalam 
Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018 Maka dengan adanya 
penelitian ini akan membahas pokok-pokok penelitian mengenai Peran 
Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 
2018 adalah sebagai berikut : 




2. Pengawasan  dengan unit analisis : 
a. Pelaksanaan  
b. Monitoring dan Evaluasi 





3. Dana Desa dengan unit analisis : 
a. Pengalokasian 
b. Penyaluran  
c. Penggunaan 
Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa di 
Kabupaten Brebes Tahun 2018 serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi 
faktor penghambat dan bagaimana solusinya.  
 Adapun informan mencangkup : 
1. Kepala Desa dan Kasi Keuangan 
a. Kepala Desa Wanasari Bapak Eko Alri Surono dan Kasi Keuangan Bapak 
Trio Candra 
b. Kepala Desa Sitanggal Bapak Khamim dan Kasi Keuangan Bapak Wujud 
c. Kepala Desa Kedungtukang Bapak Hadi Purwanto dan Kasi Keuangan 
Bapak M. Rifai 
2. Auditor Inspektorat 
a. P2UPD Inspektorat Kabupaten Brebes Bapak Saeful Alam, S.H 
b. Ketua Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Brebes Bapak Adi Susanto,T.ST 
c. Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Brebes Bapak Yudha Widaswara 
d. Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Brebes Bapak Beno Sulistyo, T.ST 




f. Auditor Inspektorat Kabupaten Brebes Bapak Moh. Agus Priyanto 
V.1 Hasil Penelitian  
1. Peran Inspektorat Daerah dengan unit analisis : 
a. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang 
dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program 
dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan terhadap informan adalah siapa yang 
berhak melakukan pemeriksaan dana desa ? 
Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Untuk sementara dari Inspektorat sama BPK kalau KPK baru rencana 
atau wacana.” 
Bapak Khamim (selaku Kepala Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“ Inspektorat Kabupaten.” 
Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“Inspektorat dan Dinpermades.” 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Kalau di Kabupaten kan karena tupoksi pemeriksaan kan wilayah kita, 
jadi ya Inspektorat Kabupaten Brebes.”  
 
Bapak Saeful Alam S.H (selaku P2UPD Inspektorat) pada tanggal 20 




“ Yang berhak melakukan pemeriksaan Dana Desa adalah APIP (Aparat 
Pengawasan Internal Pemerintah) diantaranya Inspektorat, Itjen, BPK dan 
BPKP.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa yang berhak melakukan pemeriksaan dana desa adalah APIP (Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah) dalam hal ini adalah Inspektorat 
Kabupaten/Kota. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa saja yang harus 
dipersiapkan jika Inspektorat melakukan pemeriksaan dana desa ? 
Bapak Beno Sulistyo, T.ST (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 19 November 2019 mengatakan : 
“ Yang harus dipersiapkan dari kita tim audit yaitu yang pertama surat 
perintah tugas dari inspektur , yang kedua menyusun Program Kerja Audit 
(PKA) yang ketiga kita menyiapkan Kertas Kerja Audit (KKA) untuk 
kelengkapan lainnya seperti juklak / juknis aturan terkait dana desa selain 
itu juga kita mempersiapkan alat ukur cek fisik dll, mungkin itu saja sih 
yang harus dipersiapkan.”  
 
Bapak Adi Susanto (selaku Tim Auditor Inspektorat) pada tanggal 19 
November 2019 mengatakan : 
“ Kita kalau mau pemeriksaan pasti lihat aturan/dasar hukumnya dulu baik 
petunjuk pelaksanan maupun petunjuk teknis dana desanya kita pelajari 
dulu, setelah sk penggunaan dana desa dipelajari baru kegiatannya kita 
lihat dari perencanaan dokumennya,dilanjutkan pengecekan fisik ke 
lapangan untuk mendapatkan kesesuaian rencana anggaran biaya yang 
dicanangkan dengan keadaan fisiknya. Selain itu kita mempersiapkan alat 




Bapak M. Rifai (selaku Kasi Keuangan Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Yang harus dipersiapkan ketika ada pemeriksaan dari inspektorat ada 
Proposal, SPJ dan LPJ selain itu APBDes terus bangunan - bangunan yang 
sudah dikerjakan selain itu kita juga mempersiapkan administrasi yang 
menyangkut keuangan dana desa.” 
 
Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan hal yang sama seperti pernyataan Bapak M. 
Rifai selaku Kasi Keuangan Desa Kedungtukang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa yang harus dipersiapkan ketika pemeriksaan dana desa untuk tim 
inspektorat akan mempelajari juklak dan juknis dana desanya dan juga 
melihat seluruh kegiatan yang ada pada perencanaan dokumennya, selain itu 
membawa kelengkapan seperti alat ukur cek fisik untuk bangunan. 
Sementara dari desa yang diperiksa harus menyiapkan seluruh data-data 
administrasi yang menyangkut keuangan dana desa baik proposal ,SPJ, LPJ, 
maupun dokumen perencanaan dana desanya. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah setiap kapan 
pemeriksaan dana desa itu dilakukan ? 
Bapak Al Natsir (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“ Untuk pemeriksaan sudah diatur dalam jadwal PKPT(Program Kerja 
Pengawasan Tahunan). Sebenarnyakan kalau pemeriksaan itu jangan 




pelaksanaan sama pertanggungjawaban mustinya begitu, tapi karena 
keterbatasan personilkan akhirnya kita hanya melakukan pemeriksaan itu 
kalau normalnya hanya reguler pas jadwalnya masuk kesana. Tapi kalau 
misalnya terjadi kasus ya atas dasar kasus tersebut kita masuk untuk 
melakukan pemeriksaan. Di Brebes mengingat dan menimbang jumlah 
personil itu akhirnya kita jadwalkan diawal tahun. Kalau jadwal 
pemeriksaan itu Inspektorat bikin jadwal terus maju ke BPKP ke Provinsi, 
jadwalnya kita cocokkan biar antara Provinsi dengan kita nanti gak 
bentrok. Kita mengirim jadwal ke Kecamatan karena sifatnya kan kolektif 
nih kita meriksa 4 desa, nah nanti kita lewatnya Kecamatan bahwa bulan 
ini di Kecamatan ini kita priksa di desa mana saja itu ada lampirannya. 
Paling banyak biasanya 1 Kecamatan itu 4 Desa perbulannya.” 
 
Bapak Saeful Alam, S.H (selaku P2UPD Inspektorat) pada tanggal 20 
November 2019 mengatakan : 
“ Untuk pemeriksaan rutin/reguler dilakukan setiap 2  tahun sekali, kalau 
bulannya biasanya begini. Di Inspektorat sendiri kita memeriksa diakhir 
pelaksanaan pekerjaan, diperencanaan gak bisa dipas pelaksanaan juga 
gak bisa, karena keterbatasan personil jadi kita periksa diawal bulan 
Januari sampai Mei tahun berikutnya. Jadi contohnya sekarang ya 2019, 
kita akan priksa yang 2018 karena ditahun 2019 yang akhir itu kita pakai 
untuk periksa SKPD yang capaian progresnya sudah lumayan.” 
 
Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Di Desa Wanasari ini biasanya pemeriksaan reguler 2 tahun sekali, setiap 







Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“ Pemeriksaan tidak setiap tahun mbak, yang saya tahu mereka memeriksa 
itu kalau ada kasus penyalahgunaan anggaran/korupsi itu biasanya 
inspektorat langsung mendatangi desa untuk dilakukan pemeriksaan.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa pemeriksaan dana desa dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan 
pemeriksaannya pun bukan tahun saat pemeriksaan melainkan tahun 
anggaran sebelumnya karena dana desa itu cair tahap 1 mulai awal tahun 
sedangkan pemeriksaan dana desa itu seharusnya dilakukan pemeriksaan itu 
jangan hanya diakhir, tetapi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban. Tapi karena keterbatasan personil akhirnya hanya 
reguler pas jadwalnya masuk kesana. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah proses 
pemeriksaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang  
berlaku ? 
Bapak Yudha Widaswara (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 20 November 2019 mengatakan : 
“ Kalau sesuai ya pasti, karena S.O.P kita kan sudah jelas dan ada kode 
etik di APIP , kita pemeriksaan sudah punya standar sih mbak. Kita gak 
boleh tuh mengada ada makanya kita akan mempelajari aturan main 
pemeriksaannya, disamping itu kita harus baca terlebih dulu juklak 
juknisnya dana desa agar tidak bertentangan dengan kewenangan yang 





Bapak Trio Candra (selaku Kasi Keuangan Desa Wanasari) pada 
tanggal 5 November 2019 mengatakan : 
“ Ya sudah sesuai mbak.” 
Bapak Wujud dan Bapak M. Rifai selaku Kasi Keuangan Desa 
Sitanggal dan Kedungtukang juga mengatakan hal yang sama seperti yang 
disampaikan Bapak Trio Candra. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa proses pemeriksaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang 
berlaku karena memang sudah memiliki standar pemeriksaan. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah adakah kendala 
atau hambatan saat dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, jika ada apa 
saja dan bagaimana solusinya ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Sangat ada, keterbatasan kita personil itu pasti dan anggaran kita kan 
minim ya. Sehingga akhirnya kadang waktu pemeriksaannya kurang 
harusnya misal 4 hari, kita gak cukup sehinga kita kompres kan mungkin 
menjadi 3 hari. Jadi untuk cek fisiknya juga kan gak bisa total jadi hanya 
sampling saja, tapi kalau lokasinya dekat ya mungkin bisa semua kita uji. 
Nah untuk solusinya itu waktu pemeriksaan kita optimalkan dengan 
membuat program kerja yang efektif dan efisien. Sehingga, dengan waktu 
yang sedikit tetapi mutu pekerjaan kita tidak abal-abal lah.” 
 
Bapak Saeful Alam S.H (selaku P2UPD Inspektorat) pada tanggal 20 




“ Kendala utama adalah kurangnya personil pemeriksa baik Auditor dan 
P2UPD sehingga pemeriksaan dana desa kurang maksimal, ditambah 
banyaknya jumlah desa yang ada di Kabupaten Brebes. Sehingga tidak bisa 
mencakup semua desa,  kita melakukan pemeriksaan hanya sampling dan 
paling banyak itu 1 Kecamatan 4 desa. Untuk solusinya ya itu tadi kita akan 
mensiasati dengan cara sampling, mengingat luas wilayah , keterbatasan 
personil dan keterbatasan jumlah anggaran kita hanya mengambil 
beberapa desa saja untuk diperiksa terus nanti hasil pemeriksaan yang desa 
sampel kita akan beri surat ke Kecamatan, nah nanti camat kita kasih tau 
desa ini kelemahannya misal ABCD biasanya kan hampir sama nah nanti 
Kecamatan yang ikut mengingatkan kalau ada pesan dari kita ke 4 desa tadi 
yang kita kira kasusnya mirip biar segera kita tangani. Itu saja sih mbak.” 
 
Bapak Beno Sulistyo, T.ST (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 19 November 2019 mengatakan : 
“ Hambatan utama anggaran yang terbatas, ditambah banyaknya jumlah 
desa tidak bisa mencakup semua desa, minimnya pengetahuan dan 
komitmen desa untuk melaksanakan ketentuan penggunaan dana desa. 
Selain itu jumlah SDM / Auditor yang minim dan juga Basic pendidikan / 
keahlian auditor di bidang tehnis sedikit. Untuk solusinya bisa dengan cara 
sosialisasi, pembinaan supervisi dinas terkait dan juga perbanyak auditor 
khususnya yang berijazah tehnis.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis simpulkan 
bahwa adanya kendala atau hambatan saat pemeriksaan diantaranya 
minimnya anggaran, keterbatasan personil pemeriksa baik Auditor dan 
P2UPD. Solusinya yaitu mengoptimalkan waktu pemeriksaan serta 




Dari lima pertanyaan diatas mengenai pemeriksaan yang dilakukan 
oleh Inspektorat, maka penulis simpulkan bahwa pemeriksaan yang 
dilakukan oleh Inspektorat kurang maksimal. Hal tersebut terihat dari 
minimnya frekuensi pemeriksaan terhadap dana desa, serta kurangnya 
jumlah personil dari Inspektorat dalam proses pemeriksaan. Namun 
pemeriksaan dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 
memiliki standar pemeriksaan. Adapula hambatan yang dihadapi oleh 
Inspektorat saat dilakukan pemeriksaan yaitu minimnya anggaran, 
keterbatasan personil pemeriksa baik Auditor dan P2UPD. Untuk itu 
solusinya yaitu dengan mengoptimalkan waktu pemeriksaan serta membuat 
program kerja yang efektif dan efisien. 
b. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk 
mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahbagaimana jika ada 
indikasi penyelewengan dana desa, apakah ada pengusutan ? 
Bapak Agus Priyanto (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“ Kita kan ada pemeriksaan yang regueler ya, yang terjadwal jadi 
manakala saat pemeriksaan ditemukan adanya indikasi penyelewengan kita 
harus tingkatkan menjadi pemeriksaan investigasi mbak. Pemeriksaan 
investigasi ini untuk kita uji kita usut untuk membuktikan indikasi adanya 
penyelewengan dana desa tersebut terbukti apa enggak.” 
 
Bapak Al Natsir (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 




“ Ya dilakukan pengusutan oleh Audit Investigasi.” 
Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Ya jelas ada pengusutan.” 
Bapak Khamim dan Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa 
Sitanggal dan Kedungtukang) pada tanggal 4 dan 6 November 2019,  juga 
mengatakan hal yang sama seperti Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala 
Desa Wanasari). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa jika diduga terjadi penyelewengan maka akan dilakukan pemeriksaan 
investigasi yang dilakukan oleh tim inspektorat untuk mendapat informasi 
yang detail mengenani kasus tersebut. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana proses 
pengusutan itu dilakukan ? 
Bapak Yudha Widaswara (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 20 November 2019 mengatakan : 
“ Proses pengusutan dilakukan setelah ada laporan pengaduan atau 
pengembangan dari audit reguler yang diduga ada penyimpangan 
kemudian dilakukan dengan terjun langsung kelapangan / lokasi untuk 
menggali informasi dll.” 
 
Bapak Saeful Alam S.H (selaku P2UPD Inspektorat) pada tanggal 20 
November 2019 mengatakan : 
“ Proses pengusutan tersebut dilakukan yang pertama ketika ada aduan 




Kepolisian) kemudian Inspektur membuat SPT setelah ada disposisi surat 
dari Bupati, setelah terbit SPT baru tim pemeriksa turun kelapangan.” 
 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Ini biasanya tergantung materinya, standarnya begini saat turun 
pemeriksaan kelapangan kita akan lihat perencanaannya terus akan kita 
bandingkan pelaksanaan dengan mutu dan volume yang direncanakan. 
Karena kan kegiatan sih ya, jadi kalau rencananya misalkan speknya tinggi 
pelaksanaannya kita uji kok dapat mutu rendah brati kan ada indikasi tuh. 
Kalau volume juga sama volume rencana misalnya sekian kubik, 
dilapangan kok kurang brati kan sudah mulai kejawab tuh. Kurang lebih 
seperti itu.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis simpulkan 
bahwa pengusutan dilakukan setelah ada laporan pengaduan atau 
pengembangan dari audit reguler atau pun ketika ada aduan masyarakat atau 
permintaan dari aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian). 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah siapa saja yang 
melaksanakan proses pengusutan tersebut ? 
Bapak Yudha Widaswara (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 20 November 2019 mengatakan : 
“ Auditor yang berkompeten dan telah bersertifikat.” 
Bapak Saeful Alam S.H (selaku P2UPD Inspektorat) pada tanggal 20 
November 2019 mengatakan : 





Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Kalau dikita akan dibentuk tim Investigasi yang nantinya akan mencari 
data-data dan informasi terkait adanya penyelewengan dana desa 
tersebut.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa yang melaksanakan proses pengusutan tim investigasi yang 
didalamnya termasuk Auditor yang berkompeten dan telah bersertifikat,  
selain itu dari kepolisian dan kejaksaan apabila sampai menyangkut jalur 
hukum dan mendapat tuntutan. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pengusutan 
itu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku ? 
Bapak Al Natsir (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“ Ya sudah sesuai dengan ketentuan.” 
Bapak Agus Priyanto (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“ Pasti kita dari pemeriksaan reguler pemeriksaan investigatifsudah ada 
S.O.P nya itu kita udah punya standar mbak.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa pengusutan yang dilakukan dari Inspektorat sudah sesuai dengan 




5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah ada 
kendala atau hambatan yang dihadapi saat melakukan pengusutan ? jika ada 
apa saja dan bagaimana solusinya ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Ada macam- macam sebenarnya seperti ada yang oknum si kades atau 
kah perangkat desa yang bermasalah itu kabur mbak, menghilang gitu pas 
kita mau periksa itu tidak hadir. Kendala lain gini dokumen mereka 
hilangkan sengaja biar kita bingung sih, tapi kan kita gak kehilangan akal 
kita runut biasanya laporan ini sampai kemana sih. Nah nanti kita minta 
kedispermades atau kalaupun gak ada kita lihat dulu daerah situ konsultan 
perencanaannya siapa sih, habis itu kita minta datanya. Jadi ya pinter-
pinternya kita, itu dokumen sumbernya dari mana terus alurnya kemana 
nanti kita telusuri untuk bisa cari dokumen pengganti tadi yang 
dihilangkan. Kita cari yang relevansinya sangat - sangat kuat jadi itu mbak 
solusinya.” 
 
Bapak Beno Sulistyo, T.ST (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 19 November 2019 mengatakan : 
“ Hambatan utama anggaran yang terbatas sehingga waktunya pun 
terbatas, kendala lainnya ketika Kepala Desa atau Perangkat Desa kurang 
kooperatif saat pemeriksaan maka prosesnya pun lama.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa ada hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Brebes 
dalam melakukan pengusutan diantaranya keterbatasan anggaran dan waktu 




atau Perangkat Desa kurang kooperatif saat pemeriksaan dan kabur saat 
akan diperiksa. Selain itu adanya dokumen yang sengaja dihilangkan agar 
tidak mendapatkan bukti. Untuk itu solusinya inspektorat menelusuri 
dengan meminta data ke dispermades selain itu bisa menggali informasi 
melalui konsultan perencanaan. 
Dari lima pertanyaan diatas mengenai pengusutan yang dilakukan oleh 
Inspektorat, maka penulis simpulkan bahwa pengusutan yang dilakukan 
oleh Inspektorat memang ada dan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, pengusutan dilakukan setelah ada laporan pengaduan dari 
masyarakat atau pengembangan dari audit reguler atau pun ketika ada 
permintaan dari aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian). Namun 
ditemukan juga hambatan saat dilakukan proses pengusutan seperti oknum 
Kepala Desa atau Perangkat Desa kurang kooperatif saat pemeriksaan dan 
menghindar saat akan dilakukan pemeriksaan, selain itu ada pula yang 
dengan sengaja menghilangkan dokumen - dokumen terkait pemeriksaan 
dana desa. Solusi untuk hambatan tersebut inspektorat menelusuri dengan 
meminta data ke dispermades selain itu bisa menggali informasi melalui 
konsultan perencanaan. 
c. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan 
dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang 
dengan kriteria yang ditetapkan. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pengujian 




Bapak Al Natsir (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“ Pengujian insya allah sudah kita lakukan dengan benar, karena kan kita 
biasanya kalau kasus atau pun kegiatan tertentu yang kita tidak 
membidangi atau tidak mahir disitu kita akan menggandeng dinas wajib tuh 
karena tidak boleh itu yang namanya pengujian dilakukan sembarangan 
jadi ya kita gandeng orang yang profesional dibidangnya terus kita tanya 
kemudian nanti saran dari si profesional tadi hasilnya akan kita jadikan 
dasar untuk laporan kita.” 
 
Bapak Agus Priyanto (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“ Ya pengujian sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan 
prosedur.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa pengujian sudah dilakukan dengan benar kalaupun Inspektorat tidak 
membidangi akan menggandeng orang yang profesional dibidangnya yang 
kemudian nanti akan memberikan saran dan dijadikan sebagai laporan. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah siapa yang berhak 
melaksanakan pengujian ? 
Bapak Beno Sulistyo, T.ST (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 19 November 2019 mengatakan : 






Bapak Saeful Alam S.H (selaku P2UPD Inspektorat) pada tanggal 20 
November 2019 mengatakan : 
“ Yang berhak melakukan pengujian adalah Auidtor Pengawas 
Pemerintahan/P2UPD dan Penyidik.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa yang berhak melaksanakan pengujian itu Auditor yang telah 
berkompetensi dan bersertifikat selain itu juga dari pihak penyidik. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah adakah kendala 
atau hambatan saat dilakukan proses pengujian ? jika ada apa saja dan 
bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Sebenarnya pengujian kalau hambatan gak ada, ya ada tapi relatif kecil. 
Contohnya begini mbak jumlah sampel karena tidak ketahuan dari desa 
itukan sampelnya yang dibuat kurang. Tapi ya solusinya nanti pakai 
interpolasi jadi ya kalau misal sampelnya harusnya sekian kita bisa pakai 
interpolasi pakai rumus ya sehingga tetep dapet angka yang mendekati yang 
disarankan.” 
 
Bapak Beno Sulistyo, T.ST (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 19 November 2019 mengatakan : 
“Hambatannya waktu yang terbatas sehingga kurang maksimal 
pengerjaannya, untuk solusinya mau tidak mau dilakukan audit lanjutan 





Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa ada hambatan saat dilakukan pengujian yaitu waktu yang terbatas 
dan jumlah sampel yang kurang. Untuk itu solusinya melakukan audit 
lanjutan sampai memperoleh informasi yang valid juga memakai interpolasi 
untuk mencari sampel agar mendapat angka yang mendekati. 
Dari tiga pertanyaan diatas tentang Pengujian, maka penulis 
simpulkan bahwa pengujian sudah dilakukan dengan benar dan sesuai, 
namun ada kendala tentang kurangnya waktu sehingga menjadi tidak 
maksimal dalam proses pengujian. Untuk itu perlu diadakan audit lanjutan 
agar memperoleh informasi data data yang valid. 
Berdasarkan 3 kesimpulan diatas penulis simpulkan lagi bahwa untuk 
unit analisis pertama yaitu pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan oleh 
Inspektorat masih kurang maksimal. Hal tersebut terihat dari minimnya 
frekuensi pemeriksaan terhadap dana desa, serta kurangnya jumlah personil 
dari Inspektorat dalam proses pemeriksaan. Namun didalam pemeriksaan 
Inspektorat sudah melakukan sesuai dengan S.O.P yang berlaku. 
Selanjutnya unit analisis yang kedua mengenai Pengusutan, didalam 
melakukan pengusutan yang dilakukan oleh Inspektorat memang ada dan 
juga sudah sesuai dengan ketentuan, namun banyak juga ditemukan 
hambatan seperti keterbatasan anggaran dan waktu ditambah lagi ada 
oknum Kepala Desa atau Perangkat Desa kurang kooperatif saat 
pemeriksaan dan menghindar saat akan dilakukan pemeriksaan, selain itu 




pemeriksaan dana desa. Unit analisis yang ketiga yaitu pengujian, 
Inspektorat dalam melakukan pengujian sudah dilakukan dengan benar dan 
sesuai, namun ada kendala tentang kurangnya waktu sehingga menjadi tidak 
maksimal dalam proses pengujian. 
2. Pengawasan dengan unit analisis : 
a. Pelaksanaan 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah tujuan 
pelaksanaan pengawasan dari Inspektorat tersebut ? 
Bapak Beno Sulistyo, T.ST (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 19 November 2019 mengatakan : 
“ Tujuan pelaksanaan pengawasan dari Inspektorat itu agar kegiatan 
berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan aturan dan 
perencanaan.” 
 
Bapak Agus Priyanto (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu mencegah penyimpangan, 
memperbaiki kelemahan, dan menjaga kualitas.” 
 
Bapak Yudha Widaswara (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 20 November 2019 mengatakan : 
“ Tujuan pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap dana desa itu 
mencegah dan menghindari penyimpangan, peyelewengan, pemborosan dan 




Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa tujuannya adalah agar kegiatan berjalan secara efektif dan efisien, 
serta mencegah segala bentuk penyimpangan. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana cara 
Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Kita kalau melakukan pengawasan melihat siskeudes (sistem keuangan 
desa) kita minta kirim untuk ngecek serapan dana, terus nanti kita minta 
dari Dispermades kan dia dinas yang membidangi atau membawahi desa - 
desa jadi ya kita minta saja laporan realisasi fisik di Dinpermades nah 
nanti itu akan menjadi materi kita untuk dapat memonitoring masing - 
masing desa.” 
 
Bapak Beno Sulistyo, T.ST (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 19 November 2019 mengatakan : 
“ Dalam melakukan pengawasan dana desa inspektorat terbagi menjadi 4 
Wilayah setiap wilayah ini membawahi 4 kecamatan nah nanti perwilayah 
akan terjun langsung ke desa desa yang akan dilakukan pemeriksaan baik 
melalui pemeriksaan reguler atau kasus. Kemudian nanti kita di desa 
menggali informasi pelaksanaan dana desa, mengaudit bukti - bukti 
pengeluaran dana desa, cek fisik dilapangan semua pekerjaan yang didanai 








Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Dengan memeriksaan administrasi semua pengeluaran yang 
menggunakan dana desa, dicek semua baik proposal, SPJ bukti pajak 
PPN/PPH, APBDes dan siskeudes juga dicek. Selain itu juga mengecek 
proyek yang dibuat menggunakan dana desa.” 
 
Bapak Khamim (selaku Kepala Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“ Mereka mengunjungi tempat atau titik mana saja yang sudah dibangun 
oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa, untuk memastikan 
bener gak bangunannya sudah sesuai dengan rencana dan ketentuan apa 
gak nanti kan dicek diukur dari spek volume ketebalan segala macam itu 
nanti dicek semua. Selain itu mengecek SPJ dan RAB dan juga administrasi 
keuangan desa.” 
 
Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Dari pemeriksa Inspektorat mengecek langsung semua pelaksanaan dana 
desa baik melihat kegiatan atau proyek yang didanai dana desa juga 
mengaudit bukti pengeluaran dan melihat perencanaan apakah sudah 
sesuai dengan ketentuan.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa dalam melakukan pengawasan dana desa inspektorat terbagi menjadi 
4 Wilayah setiap wilayah ini membawahi 4 kecamatan, dimana perwilayah 




melalui pemeriksaan reguler atau kasus. Pemeriksaan juga dilakukan 
melalui pengecekan langsung kegiatan yang ada di lapangan. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah adakah kendala 
atau hambatan yang dihadapi saat dilaksanakannya pengawasan oleh 
Inspektorat? 
Bapak Yudha Widaswara (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 20 November 2019 mengatakan : 
“ Hambatan yang dialami inspektorat adalah terbatasnya personil auditor 
dan P2UPD sehingga pengawasan tidak maksimal karena tidak setiap 
tahun semua desa dapat diperiksa ditambah lagi masih minimnya SDM 
perangkat desa, SDM yang ada kurang kompeten sehingga menjadikan 
proses pemeriksaan lambat karena belum menyelesaikan data - data 
laporan.” 
 
Bapak Agus Priyanto (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“ Kendala ya pasti ada, yang jelas itu di desakan SDM nya masih nyuwun 
sewulah mbak masih kurang mumpuni gak seperti yang kita inginkan, 
sehingga untuk data - data itu masih lambat. Jadi ya kita mengalahi, kita 
kalau untuk hal - hal tertentu ya kita uji sendiri. Dilapangan kita lihat nanti 
setelah itu kita bandingkan dengan rencananya, karena kalau nunggu 
mereka ngasih data kelamaan sih jadi ya kita turun tangan sendiri.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa kendala dan hambatan yang di temui inspektorat adalah rendahnya 




tenaga dari inspektorat yang terjun langsung ke lapangan yang 
mengakibatkan pengawasan menjadi tidak maksimal. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahbagaimana solusi 
untuk mengatasi kendala tersebut ? 
Bapak Yudha Widaswara (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 20 November 2019 mengatakan : 
“ Menambah personil yang kompeten, pengangkatan perangkat desa juga 
perlu diadakannya sosialisasi dan pembinaan bagi perangkat desa.” 
 
Bapak Agus Priyanto (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“ Jadi ya itu tadi kalau datanya gak cepat, kita ambil data sendiri 
contohnya itu tadi volume kita ukur habis itu langsung kita bandingkan 
dengan perencanaanya mereka. Karena biasanya yang terjadi begini di 
desa itu mereka mengerjakan tapi tidak direalisasikan udah tau ini 
rampung, tapi gak tau volumenya ya karena itu tadi SDM nya belum sampai 
berpikir yang praktis. “ 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa solusinya adalah dengan menambah petugas inspektorat yang 
kompeten serta memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap kepala desa 
dan perangkat desa. 
Dari empat pertanyaan diatas mengenai pelaksanaan pengawasan yang 
dilakukan oleh inspektorat dapat disimpulkan, pelaksanaan bertujuan untuk 
mengawasi kegiatan yang dibiayai dana desa supaya berjalan sesuai dengan 




terbagi menjadi 4 Wilayah setiap wilayah ini membawahi 4 kecamatan, 
dimana perwilayah akan terjun langsung ke desa desa yang akan dilakukan 
pemeriksaan baik melalui pemeriksaan reguler atau kasus. Pemeriksaan juga 
dilakukan melalui pengecekan langsung kegiatan yang ada di lapangan. 
Didalam proses pelaksanaan pengawasan tersebut juga ditemui beberapa 
kendala yaitu Sumber Daya Manusia dari perangkat desa yang kurang 
kompeten, sehingga menjadikan proses pemeriksaan lambat karena belum 
menyelesaikan data- data laporan yang diminta Inspektorat. Serta kurangnya 
personil dari Inspektorat yang terjun langsung dalam proses pelaksanaan 
pengawasan menjadikan pengawasan dana desa ini kurang maksimal. 
Sehingga solusi untuk hambatan tersebut yaitu dengan menambah petugas 
inspektorat yang kompeten serta memberikan sosialisasi dan pembinaan 
terhadap kepala desa dan perangkat desa. 
b. Monitoring dan Evaluasi  
Monev merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan 
yang bertujuan menjaga dan memantau sejauh mana hasil suatu kegiatan 
proyek pembangunan dan kesesuaiannya dengan akuntabilitas penggunaan 
dana desa.  
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah ada 
kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Ada, kita kan punya tim evaluasi kita punya tim biasanya setelah kita 




setelah diperiksa ada gak sih langkah - langkah yang diambil untuk 
perbaikan diwilayah itu.” 
 
Bapak M. Rifai (selaku Kasi Keuangan Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Ya ada kegiatan monev mbak.” 
Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang), Bapak 
Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari), Bapak Trio Candra 
(selaku Kasi Keuangan Desa Wanasari), Bapak Khamim (selaku Kepala 
Desa Sitanggal), Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) , 
juga mengatakan hal yang sama seperti yang Bapak M. Rifai sampaikan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi itu ada, yaitu setiap tiga bulan 
sekali. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa saja kegiatan 
yang dilakukan selama monitoring dan evaluasi ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Yang dilakukan selama monitoring ya melihat dan meminta bukti hasil 
dari tindak lanjut yang telah desa laksanakan atas pemeriksaan yang 
sebelum - sebelumnya. Sehingga kan kelihatan nih waktu diperiksa, apa sih 
yang lemah dimana, apakah sudah ada perbaikan jadi itu fungsinya 
monitoring. Sama kalau masih ada yang belum diperbaiki nanti tim ini yang 
akan menagih dan tegur lagi biar kelemahan tadi tidak menjadi beban yang 




Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Pemeriksaan administrasi keuangan serta pengecekan proyek atau 
kegiatan yang didanai oleh dana desa yang sudah dilaksanakan 
sebelumnya.” 
 
Bapak Khamim (selaku Kepala Desa Sitanggal) dan Bapak Hadi 
Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang) juga mengatakan hal yang 
sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala 
Desa Wanasari). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi pengecekan proyek secara 
langsung serta menindak lanjuti hasil temuan dan sasaran sesuai laporan 
hasil pemeriksaan (LHP). 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah siapa yang 
berwenang melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan 
pengawasan tersebut ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Kalau untuk monitoring dan evaluasi ya memang tugas kita dari tim 
pemutakhiran inspektorat, tapi kalau dalam struktur organisasi dana desa 
sendiri itu udah ada tim juga sih dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 





Bapak M. Rifai (selaku Kasi Keuangan Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Inspektorat dan Dinpermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa).” 
Bapak Trio Candra (selaku Kasi Keuangan Desa Wanasari) pada 
tanggal 5 November 2019 mengatakan : 
“ Petugas dari Inspektorat biasanya 5 orang.” 
Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan: 
“ Karena sudah ada instansi ya Inspektorat yang berwenang.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa yang berwenang melakukan proses monitoring dan evaluasi adalah 
Inspektorat. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah berapa kali 
frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Kalau normalnya sebenarnya triwulanan cukuplah , karena kalau 
perbulan kan gak mungkin soalnya dana cair itukan biasanya ya per 
triwulan.” 
 
Bapak M. Rifai (selaku Kasi Keuangan Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 




Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan: 
“ Memeriksa setiap ada pekerjaan yang didanai oleh dana desa.” 
 
Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Tidak tentu terkadang sifatnya itu sidak “ 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan itu 
memang ada namun frekuensi di setiap desanya berbeda.  
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahAdakah kendala 
atau hambatan yang dihadapi saat melaksanakan monitoring dan evaluasi ? 
jika ada apa saja dan bagaimana solusinya ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Keterbatasan personil dan anggaran itu saja sih yang lain engga. 
Solusinya ya menambah personil selain itu memonitoringnya ngambil data 
saja di Dinpermades karena Dinpermades kan OPD yang mengelola dana 
desa.” 
 
Bapak Saeful Alam S.H (selaku P2UPD Inspektorat) pada tanggal 20 
November 2019 mengatakan : 
“ Yang jelas dikita kendala itu keterbatasan personil sehingga tidak semua 




Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa kendala yang di hadapi saat monitoring dan evaluasi adalah 
kurangnya personil dari inspektorat sehingga tidak semua desa termonitorig. 
Untuk itu solusinya yaitu dengan menambah jumlah personil selain itu 
meminta data ke Dispermades untuk memonitoringnya. 
Dari lima pertanyaan di atas mengenai Monitoring dan Evauasi dapat 
disimpulkan, proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat. 
Kegiatan Inspektorat yang dilakukan selama monitoring dan evaluasi 
meliputi pengecekan proyek secara langsung serta menindak lanjuti hasil 
temuan dan sasaran sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP). Didalam 
kegiatan monev juga ditemukan kendala yaitu kurangnya jumlah personil 
dari Inspektorat sehingga tidak semua desa termonitoring hanya beberapa 
saja untuk sampel untuk itu solusinya dari Inspektorat hanya meminta data  
ke Dispermades. 
c. Hasil Laporan Pemeriksaan 
Sebagai kegiatan akhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan 
laporan hasil pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana 
komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk 
menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi 
kepada entitas atau yang perlu mengetahuinya informasi tersebut. LHP 
dibuat berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan temuan hasil pemeriksaan 





1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah ada hasil 
laporan dari pengawasan tersebut ? 
Bapak Beno Sulistyo, T.ST (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 19 November 2019 mengatakan : 
“ Ya ada mbak.” 
 
Bapak Al Natsir (selaku Auditor Inspektorat)pada tanggal 26 
November 2019 juga mengatakan : 
“ Iya itu wajib, setiap kita melakukan kegiatan pengawasan riviu terus audit 
itu kita produknya didalam laporan dan itu kita pertanggungjawabkan, 
sampai kalau ada gugatan pun kita tanggung jawab sampai di pengadilan.” 
 
Bapak Agus Priyanto (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“ Ya itu wajib sekali ada dan harus dibuat.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa hasil dari dari laporan pengawasan itu ada, hasil tersebut nantinya 
akan menjadi bahan evaluasi untuk inspektorat. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Kapan hasil 
laporan pengawasan itu diserahkan ? 
Bapak Saeful Alam S.H (selaku P2UPD Inspektorat) pada tanggal 20 
November 2019 mengatakan : 
“ LHP diserahkan ke obyek pemeriksaan setelah selesai audit maksimal 1 




Bapak Yudha Widaswara (selaku Auditor Muda Inspektorat) pada 
tanggal 20 November 2019 mengatakan : 
“ Diserahkan setelah semua proses pengawasan selesai dilaksanakan, 
sesuai S.O.P kita itu 10 hari setelah selesai pemeriksaan.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa hasil laporan pengawasan di serahkan secepatnya setelah kegiatan 
dilaksanakan, serta maksimal satu bulan dari proses kegiatan tersebut 
dilaksanakan. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah adakah kendala 
atau hambatan yang dihadapi dalam menyusun hasil laporan pengawasan ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“ Ada, menyusun laporan kalau dikita itu kendalanya satu itu sarana dan 
prasarananya masih terbatas mbak, yang kedua ya kalau didesakan tadi 
SDM nya tidak semua perangkat desa itu mumpuni yang jadi tulang 
punggung hanya satu, jadi ya datanya biasanya nyusul karena kurang 
lengkap.” 
 
Bapak Saeful Alam S.H (selaku P2UPD Inspektorat) pada tanggal 20 
November 2019 mengatakan : 
“ Kendala yang sering kita temui adalah ketika data yang akan 
dicantumkan ke LHP kurang lengkap karena banyak catatan temuan, 






Bapak Al Natsir (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 
“ Kendala saat penyusunan LHP itu karena lambatnya tindak lanjut desa 
terhadap hasil temuan Inspektorat.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa ada hambatan saat penyusunan LHP yaitu kurang lengkapnya data 
yang akan dicantumkan, serta tidak responsifnya desa terhadap temuan yang 
di dapatkan oleh inspektorat sehingga memakan waktu yang lama dalam 
penyusunannya. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana solusi 
untuk mengatasi kendala tersebut ? 
Bapak Adi Susanto (selaku Ketua Tim Audit Inspektorat) pada tanggal 
19 November 2019 mengatakan : 
“Ya akhirnya jadi harus pintar - pintarnya kita untuk mensuport desa agar 
cepat merampungkan datanya sehingga kita dapat datanya.” 
 
Bapak Saeful Alam S.H (selaku P2UPD Inspektorat) pada tanggal 20 
November 2019 mengatakan : 
“ Solusinya itu agar pihak Kecamatan lebih intensif dalam melakukan 
pembinaan ke desa- desa di wilayahnya.” 
 
Bapak Al Natsir (selaku Auditor Inspektorat) pada tanggal 26 
November 2019 mengatakan : 




Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dari pihak 
Kecamatan melakukan pembinaan secara intensif ke desa - desa 
diwilayahnya . 
Dari empat pertanyaan di atas mengenai hasil laporan pengawasan 
dapat disimpulkan, laporan tersebut ada dan harus di serahkan secepatnya 
atau maksimal satu bulan. Adapula kendala yang dihadapi saat penyusunan 
hasil laporan pemeriksaan yaitu kurang lengkapnya data - data yang akan 
dicantumkan ke LHP, selain itu lambatnya tindak lanjut dari desa terhadap 
hasil temuan ditambah lagi SDM dari perangkat desa yang kurang mumpuni 
sehingga memakan waktu yang lama. Untuk mengatasi hambatan tersebut 
solusinya yaitu dengan melakukan pembinaan secara intensif ke desa - desa. 
Berdasarkan 3 kesimpulan diatas penulis simpulkan lagi bahwa untuk 
unit analisis pertama yaitu pelaksanaan dapat dikatakan bahwa,  pelaksanaan 
pengawasan yang dilakukan Inspektorat bertujuan untuk mengawasi 
kegiatan yang dibiayai dana desa supaya berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan. Dimana dalam pelaksanaan pengawasan ini Inspektorat akan 
terjun langsung ke desa desa yang akan dilakukan pemeriksaan baik melalui 
pemeriksaan reguler atau kasus. Pemeriksaan juga dilakukan melalui 
pengecekan langsung kegiatan yang ada di lapangan. Selanjutnya untuk unit 
analisis monitoring dan evaluasi, Kegiatan yang dilakukan Inspektorat 
selama monitoring dan evaluasi meliputi pengecekan proyek secara 




hasil pemeriksaan (LHP). Didalam kegiatan monev juga ditemukan kendala 
yaitu kurangnya jumlah personil dari Inspektorat sehingga tidak semua desa 
termonitoring hanya beberapa saja untuk sampel untuk itu solusinya dari 
Inspektorat hanya meminta data  ke Dispermades. Untuk unit analisis hasil 
laporan pemeriksaan, produk dari pemeriksaan Inspektorat adalah Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP).  Laporan harus dibuat dan harus di serahkan 
secepatnya atau maksimal satu bulan. Adapula kendala yang dihadapi saat 
penyusunan hasil laporan pemeriksaan yaitu kurang lengkapnya data - data 
yang akan dicantumkan ke LHP, selain itu lambatnya tindak lanjut dari desa 
terhadap hasil temuan ditambah lagi SDM dari perangkat desa yang kurang 
mumpuni sehingga memakan waktu yang lama. Untuk itu perlu dilakukan 
pembinaan secara intensif ke desa - desa. 
3. Dana Desa dengan unit analisis : 
a. Pengalokasian  
Alokasi dana desa adalah bagian dari dana perimbagan keuangan 
pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling 
sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam 
anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi 
khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang 
diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota 




1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah yang 
dimaksud pengalokasian dana desa ? 
Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“Pengalokasian dana desa di pergunakan untuk pemberdayaan baik itu 
fisik ataupun  non fisik.” 
 
Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Pengalokasian dana desa adalah pemberian bantuan yang disesuaikan 
dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan letak geografisnya.” 
 
Bapak Khamim (selaku Kepala Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“Dana desa yang diserahkan kepada pemeritah desa untuk dikelola dengan 
seksama, dalam membangun sarana dan prasarana desa. Sebagai penopang 
kesejahteraan masyarakat desa.” 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan, maka dapat disimpulkan 
pengalokasian dana desa adalah pembagian keuangan yang di pergunakan 
untuk pemberdayaan baik itu fisik ataupun  non fisik sebagai penopang 
kesejahteraan masyarakat di desa. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahuntuk apa saja dana 
desa itu dialokasikan ? 
Bapak Trio Candra (selaku Kasi Keuangan Desa Wanasari) pada 




“ Ada banyak, kalau fisik mencakup jalan, talud, drainase. Terus ada untuk 
kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.” 
 
Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan: 
“ Untuk fisik ya pemberdayaan untuk menunjang RTLH (Rumah Tak Layak 
Huni), jambanisasi, dan untuk aspek kesehatan.” 
 
Bapak M. Rifai (selaku Kasi Keuangan Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Untuk pembangunan jembatan, irigasi, serta jalan desa.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat 
disimpulkan dana desa diperuntukkan untuk kegiatan yang meliputi aspek, 
kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan fisik 
berupa pembuatan jalan desa, talud, saluran irigasi, serta drainase. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahApakah dana desa 
tersebut mempunyai nominal yang sama disetiap desanya ? 
Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“Tidak sama, karena dilihat dari kondisi dari setiap desa.” 
Bapak Trio Candra (selaku Kasi Keuangan Desa Wanasari) pada 
tanggal 5 November 2019 mengatakan : 




Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan: 
“ Tidak, setiap desa pasti beda.” 
Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Tidak sama mbak.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat 
disimpulkan nominal dari dana desa di setiap desa tidak sama. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah mengapa besaran 
dana desa berbeda disetiap desa ? Bagaimana dasar perhitungannya ? 
Bapak Khamim (selaku Kepala Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“Karena tergantung pada jumlah penduduk dimasing-masing desa, 
kemudian ada kategori desa swadaya, desa swasembada, dan desa mandiri. 
Untuk desa swadaya besaranna akan lebih tinggi ketimbang desa mandiri. 
Di Sitanggal sendiri ikutnya desa swadaya, kemarin 2016 dapat  2,2 Milyar 
rupiah. Kalau dasar perhitungannya itu ya dari pusat, jadi saya tidak tau 
menau tentang perhitungannya karena saya juga tinggal menerima saja.” 
 
Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Karena struktur wilayah dengan desa lain tidak sama, sesuai dengan 
indeks desa membangun kalau perhitungannya ya dilihat dari jumlah 





Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat 
disimpulkan besaran nominal dana desa di setiap desa berbeda. Hal tersebut 
dilihat dari bagaimana kondisi desa tersebut dan banyak kategori lainnya 
yang membuat dana desa itu berbeda di setiap wilayahnya. 
Dari keempat pertanyaan diatas mengenai dana desa dapat 
disimpulkan bahwa, pengalokasian dana desa merupakan pembagian 
keuangan yang di pergunakan untuk pemberdayaan baik itu fisik ataupun  
non fisik sebagai penopang kesejahteraan masyarakat di desa. Dana desa ini 
digunakan untuk keperluan desa mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, 
pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan fisik desa. Besaran dana desa 
yang di berikan untuk setiap masing-masing desa itu berbeda satu dengan 
yang lainnya. Hal tersebut dilihat dari bagaimana kondisi desa dan banyak 
kategori lainnya yang membuat dana desa itu berbeda di setiap wilayahnya. 
b. Penyaluran  
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana proses 
mekanisme penyaluran dana desa ? 
Bapak Trio Candra (selaku Kasi Keuangan Desa Wanasari) pada 
tanggal 5 November 2019 mengatakan : 
“ Lewat pengajuan ke pemerintah desa lewat proposal dengan proposal, 
didalam proposal ada RAB penggunaan anggaran. Setelah itu baru 







Bapak M. Rifai (selaku Kasi Keuangan Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Dimulai dari musyawarah dusun (Musdus) lalu musyawarah desa 
(Musdes) hingga menghasilkan RPJMDes dan RKPDes selanjutnya setelah 
ditetapkan APBDes membuat proposal sesuai dengan kebutuhan dilanjut 
dengan penyaluran. Setelah penyaluran ada rekomendasi dari dinas terkait 
yang biasa disebut dengan SPP (Surat Permintaan Pencairan) setelah 
muncul rekomendasi, dicairkan lewat Bank Jateng sesuai dengan SPP yang 
ada.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa pencairan itu dimulai dari Musdus lalu Musdes hingga menghasilkan 
RPJMDes dan RKPDes setelah itu ditetapkan menjadi APBDes lalu 
dibuatlah proposal sesuai dengan kebutuhan setelah proposal selesai barulah 
mendapat rekomendasi. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahBerapa kali dana 
desa itu disalurkan ? 
Bapak Trio Candra (selaku Kasi Keuangan Desa Wanasari) pada 
tanggal 5 November 2019 mengatakan : 
“ 3 kali penyaluran.” 
Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“ 3 kali penyaluran tahap pertama 20 %, tahap dua 40 % tahap tiga 40%. 





Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa dana desa itu disalurkan sebanyak 3 kali penyaluran tahap pertama 
20 %, tahap dua 40 % tahap tiga 40%. Dan untuk pencairannya 5 kali 20% 
semua. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahKapan dana desa 
disalurkan ? 
Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Pada bulan april 20% ,bulan agustus 40%, bulan november 40%” 
 
Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Kadang februari sudah cair, akan tetapi kalau LPJ belum diselesaikan 
maka pencairan dana selanjutnya akan mulur sampai bulan april.” 
 
Bapak Khamim (selaku Kepala Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“ Berarti mulai APBD disahkan sekitar awal tahun lah setidaknya paling 
lambat bulan maret pencairannya, terus bulan juni dan agustus. Tapi bisa 
mulur tergantung penyerapan jadi ketika itu cair kemudian pekerjaan telah 
dilaksakan kemudian di buat SPJ kalau sudah selesai baru mulai lagi.” 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan, maka dapat disimpulkan 
dana desa disalurkan tiga kali. Penyaluran tersebut dilakukan pada bulan 
April sebesar 20%, Agustus 40%, dan November 40%. Namun pada 




4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapakah ditemukan 
kendala atau hambatan saat penyaluran dana desa ? jika ada apa saja dan 
bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ? 
Bapak Trio Candra (selaku Kasi Keuangan Desa Wanasari) pada 
tanggal 5 November 2019 mengatakan : 
“ Hambatan tidak ada tapi terkendala dengan sistem baru, SDM dari 
perangkat desa yang ada itu kurang mumpuni, untuk solusinya dengan 
adanya pendamping desa sehingga membantu memecahkan solusinya.” 
 
Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan: 
“ Sebenarnya dari pemerintah sudah sesuai prosedur namun terkendala 
dalam pelaporan, karena banyak sekali termin, sehingga memperlambat 
pencairan, solusinya tidak usah ada pencairan tahap satu dua dan tiga, 
harusnya satu kali pencairan saja.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat 
disimpulkan hambatannya adalah terkendala dengan sistem yang baru dan 
minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) saat mengelola dana desa 
tersebut. Sehingga solusinya yaitu dengan adanya pendamping desa. 
Dari keempat pertanyaan di atas mengenai penyaluran dana desa, 
maka dapat disimpulkan penyaluran dimulai dari tahap musyawarah desa 
hingga pembuatan proposal yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, 
tahapan penyalurannya adalah tiga kali yaitu pada bulan April sebesar 20%, 




kualitas SDM yang tersedia sehingga mengakibatkan output yang dihasilkan 
kurang maksimal. 
c. Penggunaan  
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahuntuk apa saja dana 
desa itu digunakan ?  
Bapak Khamim (selaku Kepala Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“ Untuk pemberdayaan untuk kegiatan fisik atau pembangunan kemudain di 
bidang kesehatan dan pendidikan.” 
 
Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan: 
“ Pembangunan infastruktur sama pemberdayaan masyrakat lalu di bidang 
kesehatan dan sosial juga.” 
 
Bapak M. Rifai (selaku Kasi Keuangan Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat 
disimpulkan dana desa digunakan untuk keberlangsungan masyarakat di 
desa meliputi berbagai aspek. Yaitu, aspek kesehatan, aspek pendidikan, 
aspek pemberdayaan masyarakat serta pembangunan fisik desa. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahApakah dana desa 




Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Iya, mbak sangat efektif.” 
 
Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Yang jelas digunakan dengan efektif.” 
 
Bapak Khamim (selaku Kepala Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“ Iya, efektif.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan para 
informan mayoritas menjawab dana desa digunakan dengan efektif. Hal 
tersebut diukur dari tingkat kesejahteraan desa setelah serta sebelum 
mendapatkan dana desa yang masih rendah. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahbagaimana tindak 
lanjut (follow up) jika ada penggunaan dana desa yang kurang efektif  ? 
Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Mengganti kerugian sesaui real di lapangan.” 
Bapak M. Rifai (selaku Kasi Keuangan Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 




Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Ada peneguran dari inspektorat agar dalam penggunaan dana secara 
efektif.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat 
disimpulkan bahwa jika terjadi ketidak efektifan maka tindakan yang 
dilakukan adalah dengan mengevaluasi serta memeriksa secara rinci apa 
saja yang menjadi faktor ketidak efektifan tersebut. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah yang 
menjadi kendala atau hambatan dalam penggunaan dana desa ?  jika ada apa 
saja dan bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut ? 
Bapak Khamim (selaku Kepala Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“ Penggunaan di luar bidang prioritas , pengeluaran tidak didukung bukti, 
belanja di luar anggaran untuk solusinya ya perlu adanya pelatihan dan 
bimtek terus sosialisasi prioritas penggunaan dan desa.” 
 
Bapak Wujud (selaku Kasi Keuangan Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan: 
“ Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, pengeluaran 
anggaran tidak disertai bukti nota untuk solusinya ya perlu adanya bimtek 







Bapak M. Rifai (selaku Kasi Keuangan Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Pekerjaan konstruksi dilakukan oleh pihak ketiga selain itu pengeluaran 
tidak didukung dengan bukti kwitansi atau nota yang memadai. Solusinya 
itu perlu diberikan bimtek agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai 
rencana.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat 
disimpulkan bahwa kendalanya beragam, ada dana desa yang digunakan di 
luar dari prioritasnya. Solusinya adalah dengan memberikan bimbingan 
teknis mengenai dana desa, agar bertujuan dana desa tersebut digunakan 
dengan efektif sesuai dengan rencana. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahkegiatan apa saja 
yang boleh dibiayai dan tidak boleh dibiayai dalam  penggunaan dana desa ? 
Bapak Eko Alri Surono (selaku Kepala Desa Wanasari) pada tanggal 5 
November 2019 mengatakan : 
“ Yang jelas semua kegiatan boleh dibiayai yang penting ada musyawarah 
desa. Yang tidak boleh dibiayai itu pembangunan masjid, musholah terus 
yayasan dan kantor balai desa.” 
 
Bapak Khamim (selaku Kepala Desa Sitanggal) pada tanggal 6 
November 2019 mengatakan : 
“ Yang boleh dibiayai yaitu pembangunan jalan pembuatan saluran irigasi, 
talud, jembatan, jambanisasi,RTLH( rumah tidak layak huni). Yang tidak 





Bapak Hadi Purwanto (selaku Kepala Desa Kedungtukang) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan : 
“ Yang boleh dibiayai dana desa pembangunan fisik atau infastruktur yang 
pembangunannya diatas tanah milik desa. Selain itu untuk pemberdayaan 
masyarakat melalaui kegiatan atau organisasi milik desa. Yang tidak boleh 
dibiayai oleh dana desa yaitu pembangunan atau rehabilitasi kantor 
balaidesa musholah dan masjid serta digunakan untuk keperluan pribadi.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat 
disimpulkan bahwa pada hakikatnya semua boleh di biayai oleh dana desa 
jika sudah disetujui dan ditetapkan pada saat musyawarah desa.  
Dari kelima pertanyaan di atas mengenai penggunaan dana desa, dapat 
disimpulkan bahwa dana desa digunakan sepenuhnya untuk membangun 
desa mulai dari berbagai aspek, dana desa tersebut diharapkan digunakan 
dengan efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 
Dana desa ini boleh digunakan untuk kegiatan apa saja yang terpenting ada 
musyawarah desa. Namun terdapat kendala yang dihadapi dalam 
penggunaan dana desa yaitu adanya program yang bukan menjadi prioritas 
utama dari dana desa namun operasionalnya menggunakan dana desa selain 
itu setiap pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti. Hal tersebut 
menjadikan sulitnya dalam pembuatan laporan pada saat pekerjaan dan 
program selesai. Solusinya adalah dengan memberikan bimbingan teknis 
mengenai dana desa, bertujuan agar dana desa tersebut digunakan dengan 




Berdasarkan 3 kesimpulan diatas penulis simpulkan lagi bahwa untuk 
unit analisis pertama yaitu pengalokasian bahwa, dana desa ini dialokasikan 
untuk pemberdayaan baik itu fisik ataupun non fisik. Mulai dari aspek 
kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan fisik 
desa. Besaran dana desa yang di berikan untuk setiap masing-masing desa 
itu berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dilihat dari bagaimana 
kondisi desa dan banyak kategori lainnya yang membuat dana desa itu 
berbeda di setiap wilayahnya. Selanjutnya untuk unit analisis kedua yaitu 
penyaluran, penyaluran dimulai dari tahap musyawarah desa hingga 
pembuatan proposal yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, tahapan 
penyalurannya ada tiga kali yaitu pada bulan April sebesar 20%, Agustus 
40%, dan November 40%. Sedangkan kendalanya adala pada kualitas SDM 
yang tersedia sehingga mengakibatkan output yang dihasilkan kurang 
maksimal. Untuk unit analisis ketiga yaitu penggunaan dana desa digunakan 
sepenuhnya untuk membangun desa mulai dari berbagai aspek, dana desa 
tersebut diharapkan digunakan dengan efektif sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakatnya. Dana desa ini boleh digunakan untuk kegiatan 
apa saja yang terpenting ada musyawarah desa. Adapula kendala yang 
dihadapi dalam penggunaan dana desa seperti penggunaan diluar prioritas 
anggaran dan pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti. Solusi untuk 
kendala tersebut yaitu dengan diberikan bimbingan teknis mengenai dana 
desa, bertujuan agar dana desa tersebut digunakan dengan efektif sesuai 




V.2  Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa peran 
inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa untuk peran Inspektorat dengan 
unit analisis: 1) Pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat 
kurang maksimal. Hal tersebut terihat dari minimnya frekuensi pemeriksaan 
terhadap dana desa, serta kurangnya jumlah personil dari Inspektorat dalam proses 
pemeriksaan. Namun pemeriksaan dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku dan memiliki standar pemeriksaan. Unit analisis 2) Pengusutan, 
pengusutan yang dilakukan oleh Inspektorat memang ada dan juga sudah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, pengusutan dilakukan setelah ada laporan 
pengaduan dari masyarakat atau pengembangan dari audit reguler atau pun ketika 
ada permintaan dari aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian). 
Selanjutnya unit analisis 3) Pengujian, pengujian sudah dilakukan dengan benar 
dan sesuai, namun ada kendala tentang kurangnya waktu sehingga menjadi tidak 
maksimal dalam proses pengujian. Untuk itu perlu diadakan audit lanjutan agar 
memperoleh informasi data data yang valid. 
Berdasarkan 3 kesimpulan dari unit analisis diatas penulis simpulkan bahwa 
Peran Inspektorat  masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari rentang 
waktu pemeriksaan yang kurang intensif selain  itu pada pemeriksaan fisik yang 
dilakukan Inspektorat Kabupaten Brebes belum dilaksanakan secara menyeluruh 
hanya menggunakan sampel saja. 
 Kemudian selanjutnya pengawasan dengan unit analisis: 1) Pelaksanaan, di 




kegiatan yang dibiayai dana desa supaya berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan. Dalam pelaksanaan pengawasan dana desa Inspektorat terbagi 
menjadi 4 Wilayah setiap wilayah ini membawahi 4 kecamatan, dimana 
perwilayah akan terjun langsung ke desa desa yang akan dilakukan pemeriksaan 
baik melalui pemeriksaan reguler atau kasus. Selanjutnya unit analisis 2) 
Monitoring dan Evaluasi, proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh 
Inspektorat. Kegiatan Inspektorat yang dilakukan selama monitoring dan evaluasi 
meliputi pengecekan proyek secara langsung serta menindak lanjuti hasil temuan 
dan sasaran sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP). Didalam kegiatan monev 
juga ditemukan kendala yaitu kurangnya jumlah personil dari Inspektorat 
sehingga tidak semua desa termonitoring hanya beberapa saja untuk sampel. 
Selanjutnya unit analisis 3) Hasil laporan pengawasan, produk dari pemeriksaan 
Inspektorat adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).  Laporan harus dibuat dan 
harus di serahkan secepatnya atau maksimal satu bulan. Adapula kendala yang 
dihadapi saat penyusunan hasil laporan pemeriksaan yaitu kurang lengkapnya data 
- data yang akan dicantumkan ke LHP, selain itu lambatnya tindak lanjut dari desa 
terhadap hasil temuan ditambah lagi SDM dari perangkat desa yang kurang 
mumpuni sehingga memakan waktu yang lama. Untuk itu perlu dilakukan 
pembinaan secara intensif ke desa - desa. 
Berdasarkan 3 kesimpulan dari unit analisis diatas penulis simpulkan bahwa 
Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Brebes masih belum 
maksimal. Karena tidak setiap tahun dana desa ini dilakukan pengawasan, selain 




hanya meminta data saja ke Dispermades. Kemudian untuk tim pengawas yang 
turun langsung kelapangan untuk melaksanakan pemeriksaan reguler hanya terdiri 
dari 4 tim dan masing-masing tim ini berisikan 6-7 orang. Setiap tim ini 
membawahi 4 kecamatan jumlah tersebut tentunya masih belum mencukupi jika 
dibandingkan dengan obyek pemeriksaan yang terdiri dari 292 desa dengan waktu 
pemeriksaan yang diberikan hanya 6 hari per SPT. 
Selanjutnya Dana Desa dengan unit analisis : 1) Pengalokasian, 
pengalokasian dana desa merupakan pembagian keuangan yang di pergunakan 
untuk pemberdayaan baik itu fisik ataupun  non fisik sebagai penopang 
kesejahteraan masyarakat di desa. Dana desa ini digunakan untuk keperluan desa 
mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan 
pembangunan fisik desa. Besaran dana desa yang di berikan untuk setiap masing-
masing desa itu berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dilihat dari 
bagaimana kondisi desa dan banyak kategori lainnya yang membuat dana desa itu 
berbeda di setiap wilayahnya. Kemudian untuk unit analisis 2) Penyaluran, untuk 
menerima dana desa terdapat proses penyaluran yang dimulai dari tahap 
musyawarah desa hingga pembuatan proposal yang disesuaikan dengan jumlah 
kebutuhan, tahapan penyalurannya adalah tiga kali yaitu pada bulan April sebesar 
20%, Agustus 40%, dan November 40%. Sedangkan kendalanya adalah pada 
kualitas SDM yang tersedia sehingga mengakibatkan output yang dihasilkan 
kurang maksimal. Selajutnya untuk unit analisis 3) Penggunaan, dana desa 
digunakan sepenuhnya untuk membangun desa mulai dari berbagai aspek, dana 




kesejahteraan masyarakatnya. Dana desa ini boleh digunakan untuk kegiatan apa 
saja yang terpenting ada musyawarah desa. Namun terdapat kendala yang 
dihadapi dalam penggunaan dana desa yaitu adanya program yang bukan menjadi 
prioritas utama dari dana desa namun operasionalnya menggunakan dana desa 
selain itu setiap pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti. Hal tersebut 
menjadikan sulitnya dalam pembuatan laporan pada saat pekerjaan dan program 
selesai. 
Berdasarkan 3 kesimpulan dari unit analisis diatas penulis simpulkan 
bahwa didalam pengelolaan dana desa masih banyak terjadi penyimpangan. Hal 
ini dikatakan karena masih adanya penggunaan dana desa diluar bidang prioritas, 
selain itu pengeluaran tidak didukung bukti nota. Hal tersebut tentunya 
menjadikan tindakan kecurangan di pemerintah desa, seperti kecurangan laporan 
keuangan yang menyebabkan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak 
pada penyajian laporan keuangan yang dimanipulasi sehingga tidak 
mencerminkan kondisi yang sebenarnya.hal ini terbukti dengan adanya 
penyelewengan dana desa yang dilakukan  Kades disejumlah desa di Kabupaten 
Brebes.  
Apabila dikaitkan dengan peran Inspektorat yang berfungsi sebagai 1) 
Pemeriksaan, 2) Pengusutan dan 3) Pengujian dalam prakteknya ternyata telah di 
laksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dan berjalan sebagaimana 
mestinya, namun masih juga terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. 
Mengacu pada temuan  peneliti, maka kendala - kendala yang ditemui 




Auditor dan P2UPD. Keterbatasan waktu sehingga kurang maksimal dalam 
pengusutan, kendala lainnya yaitu Kepala Desa atau Perangkat Desa kurang 
kooperatif saat pemeriksaan dan kabur saat akan diperiksa ditambah lagi adanya 
dokumen yang sengaja dihilangkan agar tidak mendapatkan bukti. Selain itu 
Sumber Daya Manusia dari perangkat desa yang kurang kompeten, sehingga 
menjadikan proses pemeriksaan lambat karena belum menyelesaikan data- data 
laporan yang diminta Inspektorat. Serta kurangnya personil dari Inspektorat yang 
terjun langsung dalam proses pelaksanaan pengawasan menjadikan pengawasan 
dana desa ini kurang maksimal. 
Untuk mengatasi kendala yang ada dalam penelitian ini maka solusinya 
yaitu dalam mengatasi keterbatasan anggaran dengan mengoptimalkan waktu 
pemeriksaan dan membuat program kerja yang efektif dan efisien. Selain itu 
menambah jumlah petugas Inspektorat yang kompeten agar pelaksanaan 
pengawasan dana desa ini maksimal baik dalam proses pemeriksaan, pengusutan, 
pengujian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Untuk mengatasi kendala 
keterbatasan waktu pengujian perlu adanya audit lanjutan lagi sampai 
mendapatkan hasil yang valid. Kemudian solusi dari dokumen yang sengaja 
dihilangkan Inspektorat akan melakukan penelusuran melalui Dispermades untuk 
meminta data mengenai hal terkait. Selanjutnya untuk mengatasi sumber daya 
manusia perangkat desa yang kurang kompeten dalam pelaporan pengelolaan dana 
desa ini perlu adanya sosialisasi dan pembinaan secara intensif dari pihak 







VI. 1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Inspektorat 
Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018 , maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten 
Brebes Tahun 2018, masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari 
rentang waktu pemeriksaan yang kurang intensif karena tidak setiap tahun 
dana desa ini dilakukan pengawasan, selain  itu pada pemeriksaan fisik 
yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Brebes belum dilaksanakan secara 
menyeluruh hanya menggunakan sampel saja. Hal tersebut dikatakan 
berdasarkan wawancara peneliti terhadap informan. Kemudian untuk tim 
pengawas yang turun langsung kelapangan untuk melaksanakan 
pemeriksaan reguler hanya terdiri dari 4 tim dan masing-masing tim ini 
berisikan 6-7 orang. Setiap tim ini membawahi 4 kecamatan jumlah 
tersebut tentunya masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan 
obyek pemeriksaan yang terdiri dari 292 desa dengan waktu pemeriksaan 
yang diberikan hanya 6 hari per SPT.  
2.  Faktor penghambat serta solusi dari Peran Inspektorat Kabupaten Brebes 
Dalam Pengawasan Dana Desa adalah keterbatasan waktu, personil dan 
anggaran ditambah lagi banyaknya jumlah desa yang ada di Kabupaten 




semua desa. Sehingga untuk solusinya dengan cara mengoptimalkan waktu 
pemeriksaan dengan membuat program kerja yang efektif dan efisien. 
Sehingga, dengan waktu yang sedikit tetapi mutu pekerjaan tetap baik. 
Selain itu Inspektorat Kabupaten Brebes perlu menambah jumlah personil 
pemeriksa mengingat luas wilayah dan beban kerja yang sangat banyak. 
VI. 2  Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi 
(saran) sebagai berikut : 
1. Inspektorat Kabupaten Brebes perlu membuat PKPT (Program Kerja 
Pengawas Tahunan) yang efektif dan efisien, sehingga waktu pemeriksaan 
dapat dioptimalkan.  
2. Perlu adanya anggaran khusus yang diberikan dari Pemerintah Pusat untuk 
lebih menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap dana desa yang 
dilaksanakan oleh Inspetorat Kabupaten Brebes. 
3. Inspektorat Kabupaten Brebes perlu menambahkan jumlah anggota pada 
setiap tim pengawas. Agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh, 
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1. Judul Penelitian  
PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN DANA 
DESA DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 
2. Petujuk Wawancara 
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan 
studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program 
Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, peneliti mohon 
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan informasi mengenai Peran 
Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes 
Tahun 2018. Keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada 
kelengkapan jawaban, Untuk itu di mohon dengan sangat agar 
Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan jawaban dengan lengkap jujur, dan 
benar sesuai dengan fakta yang ada. 
3. Identitas Informan   
a. Nama   : 
b. Jenis Kelamin  : L/P 
c. Pekerjaan (jabatan) : 
d. Alamat   : 
e. Hari/tanggal    : 
Pertanyaan Wawancara 
1. Peran Inspektorat dengan unit analisis 
a. Pemeriksaan 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara siapa yang berhak melakukan pemeriksaan 
dana desa? 
2) Apa saja yang harus dipersiapkan jika Inspektorat melakukan pemeriksaan 
dana desa ? 





4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah proses pemeriksaan dana desa 
tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ? 
5) Adakah kendala atau hambatan saat dilakukan  pemeriksaan oleh 
Inspektorat ? jika ada apa saja dan bagaimana solusinya ? 
b. Pengusutan  
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana jika ada indikasi terjadinya  
penyelewengan dana desa, apakah ada pengusutan ? 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana proses pengusutan itu dilakukan ? 
3) Siapa saja yang melaksanakan proses pengusutan tersebut ? 
4) Apakah pengusutan itu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku ? 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada kendala atau hambatan yang 
dihadapi saat melakukan pengusutan ? jika ada apa saja dan bagaimana 
solusi untuk mengatasi kendala tersebut  ? 
c. Pengujian  
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah pengujian sudah dilakukan dengan 
benar ? 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara siapa yang berhak melaksanakan pengujian ? 
3) Adakah kendala atau hambatan saat dilakukan proses pengujian ? jika ada 
apa saja dan bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut ? 
2. Pengawasan dengan unit analisis 
a. Pelaksanaan  
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah tujuan pelaksanaan pengawasan dari 
Inspektorat tersebut ? 
2) Bagaimana cara Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa ? 
3) Manurut Bapak/Ibu/Saudara adakah kendala atau hambatan yang dihadapi  
saat dilaksanakannya pengawasan oleh Inspektorat? jika ada apa saja ? 






b. Monitoring dan Evaluasi 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada kegiatan monitoring dan evaluasi 
yang dilakukan oleh Inspektorat ? 
2) Apa saja kegiatan yang dilakukan selama monitoring dan evaluasi ? 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa yang berwenang melakukan monitoring 
dan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut ? 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara berapa kali frekuensi kegiatan monitoring dan 
evaluasi dilakukan ? 
5) Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi saat melaksanakan 
monitoring dan evaluasi ? jika ada apa saja dan bagaimana solusinya ? 
c. Hasil Laporan pengawasan 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah ada hasil laporan dari pengawasan 
tersebut ? 
2) Kapan hasil laporan pengawasan itu diserahkan ? 
3) Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menyusun hasil 
laporan pengawasan ? 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana solusi untuk mengatasi kendala 
tersebut ? 
3. Dana Desa dengan unit analisis : 
a. Pengalokasian 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah yang dimaksud pengalokasian dana 
desa ? 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara untuk apa saja dana desa itu dialokasikan ? 
3) Apakah dana desa tersebut mempunyai nominal yang sama disetiap 
desanya ? 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saduara mengapa besaran dana desa berbeda disetiap 
desa ? Bagaimana dasar perhitungannya ? 
b. Penyaluran 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana proses mekanisme penyaluran 
dana desa ? 




3) Kapan dana desa disalurkan ? 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah ditemukan kendala atau hambatan 
saat penyaluran dana desa ? jika ada apa saja dan bagaimana solusi untuk 
mengatasi kendala tersebut ? 
c. Penggunaan 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara untuk apa saja dana desa itu digunakan ?  
2) Apakah dana desa itu digunakan dengan efektif ? 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana tindak lanjut (follow up) jika ada 
penggunaan dana desa yang kurang efektif  ? 
4) Apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam penggunaan dana 
desa ?  jika ada apa saja dan bagaimana solusi untuk mengatasi hal 
tersebut ? 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara kegiatan apa saja yang boleh dibiayai dan 




















Rincian Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 
 
 
No Kecamatan/Desa Dana Desa No Kecamatan/Desa Dana Desa
Kec. Jatibarang Kec.Losari
1. Bojong 952.274.000 1. Karangjunti 1.197.554.000
2. Buaran 1.083.251.300 2. Losari Lor 996.425.000
3. Janegara 980.659.000 3. Negla 1.834.183.000
4. Jatibarang Kidul 1.120.356.000 4. Losari Kidul 932.274.000
5. Jatibarang Lor 1.174.365.000 5. Pekauman 971.660.000
6. Kalialang 907.810.000 6. Rungkang 1.082.419.000
7. Kalipucang 970.653.000 7. Karangsembung 1.282.890.000
8. Karanglo 934.001.000 8. Dukuhsalam 982.686.000
9. Kebogadung 952.870.000 9. Randegan 1.040.573.000
10. Kebonagung 1.008.197.000 10. Kedungneng 1.041.471.000
11. Kedungtukang 975.424.000 11. Bojongsari 1.084.385.000
12. Kemiriamba 920.215.803 12. Pangabean 1.377.613.000
13. Kendawa 931.827.000 13. Jatisawit 1.149.688.000
14. Kertasinduyasa 1.037.196.000 14. Kecipir 1.301.685.000
15. Klampis 969.725.000 15. Blubuk 1.136.805.000
16. Klikiran 951.377.000 16. Prapag Kidul 1.881.577.000
17. Kramat 934.690.840 17. Prapag Lor 1.304.119.000
18. Pamengger 929.774.000 18. Babakan 1.009.663.000
19. Pedeslohor 1.079.115.000 19. Kalibuntu 1.003.163.000
20. Rengasbandung 937.621.000 20. Limbangan 1.198.363.000
21. Tegalwulung 986.340.000 21. Randusari 1.056.901.000
22. Tembelang 904.620.000 22. Karangdempel 1.183.422.000
21.642.361.943 26.049.519.000
No Kecamatan/Desa Dana Desa No Kecamatam/Desa Dana Desa
Kec.Sirampog Kec.Larangan
1. Mandala 1.173.866.800 1. Kamal 1.559.056.000
2. Igirklanceng 1.042.233.000 2. Kedungbokor 1.092.944.000
3. Wanareja 1.219.530.000 3. Karangbale 1.095.255.000
4. Buniwah 1.017.628.000 4. Larangan 1.483.682.000
5. Kaliloka 1.003.178.000 5. Luwunggede 1.296.293.000
6. Manggis 1.016.410.000 6. Siandong 1.201.725.000
7. Mlayang 1.252.882.000 7. Satri 1.870.428.000
8. Benda 1.160.301.000 8. Sitanggal 1.710.626.000
9. Dawuhan 1.174.202.000 9. Pamulihan 2.428.981.000
10. Kaligiri 946.848.000 10. Rengaspendawa 1.712.720.000










No Kecamatan/Desa Dana Desa 3. Songgom Lor 1.188.276.000
Kec.Banjarharjo 4. Cenang 1.275.670.000
1. Bandungsari 1.390.470.000 5. Karangsembung 1.137.301.000
2. Banjarharjo 1.159.921.000 6. Wanatawang 1.577.545.000
3. Banjarlor 932.898.000 7. Wanacala 1.023.487.000
4. Blandongan 1.218.246.000 8. Dukuhmaja 1.277.289.000
5. Ciawi 875.018.000 9. Gegerkunci 1.044.109.000
6. Cibendung 1.072.670.000 10. Jatimakmur 1.089.797.000
7. Cibuniwangi 1.127.720.000 12.080.621.000
8. Cigadung 1.148.658.000 No Kecamatan/Desa Dana Desa
9. Cihaur 1.028.478.000 Kec.Wanasari
10. Cikakak 936.498.000 1. Glonggong 1.005.147.000
11. Cikuya 1.449.997.000 2. Dukuhwringin 1.160.182.000
12. Cimunding 1.052.640.000 3. Dumeling 1.428.000.000
13. Cipajang 1.092.286.000 4. Jagalempeni 1.417.743.000
14. Dukuhjeruk 1.013.388.000 5. Keboledan 1.239.498.000
15. Karangmaja 856.137.000 6. Kertabesuki 1.077.029.000
16. Kertasari 1.204.106.000 7. Klampok 1.542.747.000
17. Kubangjero 1.082.257.000 8. Kupu 1.286.089.000
18. Malahayu 1.784.130.000 9. Lengkong 1.010.336.000
19. Parereja 1.072.940.000 10. Pebatan 1.039.147.000
20. Penanggapan 1.317.819.000 11. Pesantunan 1.670.892.000
21. Pende 884.117.000 12. Sawojajar 1.515.092.000
22. Sindangheula 1.027.489.000 13. Siasem 1.294.624.000
23. Sukareja 1.074.059.000 14. Sidamulya 980.517.000
24. Tegalreja 1.250.221.000 15. Sigentong 1.398.175.000
25. Tiwulandu 845.676.000 16. Sisalam 852.407.000
27.897.839.000 17. Siwungkuk 1.049.456.000
No Kecamatan/Desa Dana Desa 18. Tanjungsari 971.124.000
Kec.Songgom 19. Tegalgandu 1.077.378.000
1. Songgom 1.274.000.000 20. Wanasari 1.132.167.000








No Kecamatan/Desa Dana Desa No Kecamatan/Desa Dana Desa
Kec.Bantarkawung Kec.Tanjung
1. Bantarwaru 996.758.000 1. Karangreja 1.029.347.000
2. Cibentang 1.452.137.000 2. Kedawung 821.287.000
3. Jipang 1.135.701.000 3. Kemurang Kulon 1.329.708.000
4. Legok 1.275.914.000 4. Kemurang Wetan 1.548.322.000
5. Terlaya 1.339.648.000 5. Krakahan 1.285.240.000
6. Pangebatan 1.386.820.000 6. Kubangputat 1.063.826.000
7. Sindangwangi 1.625.929.000 7. Luwunggede 1.134.979.000
8. Ciomas 980.945.000 8. Lemah Abang 1.027.300.000
9. Banjarsari 1.377.682.000 9. Luwungbata 1.218.721.000
10. Kebandungan 1.523.507.000 10. Mundu 1.137.341.000
11. Telaga 1.272.144.000 11. Pejagan 960.237.000
12. Pengarasan 2.002.651.000 12. Pengaradan 1.432.265.000
13. Cinanas 1.482.439.000 13. Sarireja 1.295.309.000
14. Bantarkawung 1.381.246.000 14. Sengon 1.654.818.000
15. Tambak Serang 997.234.000 15. Sidakaton 1.031.546.000
16. Karangpari 907.000.000 16. Tegongan 1.100.994.000
17. Bangbayang 1.214.520.000 17. Tengguli 1.150.005.000
22.352.275.000 18. Tanjung 1.056.317.000
No Kecamatan/Desa Dana Desa 21.277.562.000
Kec. Kersana No Kecamatan/Desa Dana Desa
1. Ciampel 1.109.710.000 Kec.Paguyangan
2. Cigedog 1.038.621.000 1. Cilibur 1.181.900.000
3. Cikandang 960.237.000 2. Kretek 1.283.574.000
4. Jagapura 979.571.000 3. Cipetung 1.254.835.000
5. Kemukten 1.029.887.000 4. Paguyangan 1.125.543.000
6. Kersana 1.120.049.000 5. Kedungoleng 1.835.620.000
7. Krandenan 989.208.000 6. Pagojengan 1.133.514.000
8. Kramatsampang 984.368.000 7. Pandansari 1.527.008.000
9. Kubangpari 1.103.476.000 8. Ragatunjung 1.631.984.000
10. Limbangan 902.773.000 9. Wanatirta 1.732.643.000
11. Pende 927.884.000 10. Winduaji 1.791.661.000
12. Sindangjaya 1.028.106.000 11. Pakujati 1.019.840.000











No Kecamatan/Desa Dana Desa 8. Watujaya 864.182.000
Kec.Ketanggungan 9. Tanggeran 970.715.000
1. Dukuhbadag 981.945.000 10. Rajawetan 1.219.676.000
2. Dukuturi 1.279.986.700 11. Kutayu 936.032.000
3. Padakaton 1.380.707.000 12. Karangjongkeng 1.171.408.382
4. Dukuhtengah 1.249.858.000 13. Kutamandala 1.748.843.000
5. Karangbandung 1.201.638.000 14. Purbayasa 865.849.000
6. Bulakelor 1.525.569.000 15.716.783.782
7. Pamedaran 1.692.288.000 No Kecamatan/Desa Dana Desa
8. Cikeusal Lor 1.155.023.000 Kec. Salem
9. Karangmalang 1.135.862.000 1. Banjaran 925.826.000
10. Ciduwet 1.140.259.000 2. Bentar 929.021.000
11. Tanggungsari 1.999.077.000 3. Bentarsari 1.049.837.000
12. Buara 1.927.861.000 4. Capar 879.502.000
13. Ketanggungan 1.089.141.000 5. Ciputih 1.125.598.000
14. Ciseureuh 1.380.071.000 6. Citimbang 1.103.472.000
15. Sindangjaya 1.175.479.000 7. Gandoang 888.334.000
16. Kubangsari 1.419.071.000 8. Ganggawang 1.013.514.000
17. Jemasih 1.410.770.000 9. Gunungjaya 859.190.000
18. Kubangjati 1.057.253.000 10. Gunung Larang 1.105.948.000
19. Baros 1.477.322.000 11. Gunung Sugih 1.092.613.000
20. Cikeusal Kidul 1.279.664.000 12. Gunung Tajem 896.481.000
26.958.844.700 13. Indrajaya 952.369.000
No Kecamatan/Desa Dana Desa 14. Kadumanis 887.170.000
Kec.Tonjong 15. Pabuaran 967.835.000
1. Galuhtimur 1.326.546.000 16. Pasir Panjang 896.711.000
2. Kalijurang 1.326.085.400 17. Salem 1.125.570.000
3. Tonjong 1.299.832.000 18. Tembongraja 1.202.640.000
4. Linggapura 1.288.487.000 19. Wanoja 1.201.415.000
5. Negarayu 872.428.000 20. Winduasri 885.849.000
6. Pepedan 944.720.000 21. Windusakti 857.216.000









No Kecamatan/Desa Dana Desa 5. Kalierang 1.082.305.000
Kec.Brebes 6. Kaliangkap 921.490.000
1. Banjaranyar 964.871.000 7. Kalinusu 1.567.644.000
2. Kaligangsa Kulon 1.062.031.000 8. Kalisumur 867.260.000
3. Kalimati 966.416.000 9. Kaliwadas 1.015.128.000
4. Kedunguter 1.290.988.000 10. Langkap 1.192.109.000
5. Krasak 953.005.000 11. Negaradaha 950.534.000
6. Lembarawa 1.112.556.000 12. Pamijen 1.066.664.000
7. Padasugih 1.048.628.000 13. Panggarutan 1.025.205.500
8. Pagejugan 1.661.508.000 14. Pruwatan 1.560.670.000
9. Pemaron 957.036.000 15. Adisana 1.121.739.000
10. Pulosari 1.231.443.000 12.370.748.500
11. Randusanga Kulon 1.214.352.000 No Kecamatan/Desa Dana Desa
12. Randusanga Wetan 905.749.000 Kec.Bulakamba
13. Sigambir 1.046.927.000 1. Grinting 1.404.294.000
14. Tengki 1.245.275.000 2. Pulogading 1.168.689.000
15. Terlangu 1.073.888.000 3. Banjaratma 1.029.868.000
16. Brebes 1.262.089.000 4. Bulakparen 904.936.650
17. Gandasuli 955.847.000 5. Luwunggragi 1.303.924.920
18. Limbangan Kulon 1.157.913.000 6. Cimohong 1.217.331.700
19. Limbangan Wetan 1.111.051.000 7. Siwuluh 967.082.000
20. Pasar Batang 1.074.913.000 8. Pakijangan 1.384.826.000
21. Wangandalem 907.652.000 9. Cipelem 1.349.918.000
22. Kaliwlingi 1.066.810.000 10. Bulusari 1.251.582.000
23. Kaligangsa Wetan 963.725.000 11. Karangsari 1.038.241.000
25.234.673.000 12. Kluwut 1.516.726.000
No Kecamatan/Desa Dana Desa 13. Bulakamba 1.074.615.000
Kec.Bumiayu 14. Dukuhlo 1.405.430.000
1. Laren 977.791.000 15. Petunjungan 1.077.969.000
2. Bumiayu 1.334.586.000 16. Tegalglagah 1.270.514.000
3. Dukuhuri 1.097.088.000 17. Rancawuluh 1.404.124.000
4. Jatisawit 1.046.910.000 18. Jubang 1.043.269.000
21.813.340.270
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